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RINGKASAN 

PPPK merupakan jawaban atas kebutuhan Sumber Daya Manusia yang profesional 

yang selama ini belum diperoleh dari PNS. PPPK yang pengaturannya diatur dalam PP No. 

49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK mensyaratkan adanya jumlah kebutuhan PPPK, 

jenis jabatan PPPK, serta analisis kebutuhan jabatan, beban kerja untuk 5 tahun yang hams 

dirinci setiap tahun. Pasal 134 UU No. 5 Tahun 2014 mengamanatkan paling lama 2 tahun 

setelah Undang-Undang tersebut berlaku semua Peraturan Pemerintah yang diam.anatkan 

dalam Pasall07 UU No. 5 Tahun 2014 hams sudah terbentuk, yakni sejumlah 13 Rancangan 

Peraturan Pemerintah (RPP) . Pada kenyataannya sampai saat ini bam terbentuk 4 RPP saja, 

yakni tentang gaji dan tunjangan, penilaian kinerja dan disiplin PNS, korps pegawai ASN, 

dan manajemen PPPK. Tujuan penelitian adalah memberikan masukan kepada Pem.kot 

Surabaya, Gersik dan Sidoarjo tentang manajemen pengaturan PPPK sesudah berlakunya PP 

No. 49 Tahun 2018. Urgensi penelitian ini adalah menciptakan sistem pemerintahan yang 

demokratis, bersih dan berwibawa menciptakan PPPK yang professional, memberikan 

perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi PPPK. Target penelitian ini adalah agar basil 

analisisnya dapat dipergunakan baik oleh Pem.kot Surabaya, Gersik, Sidoarjo maupun 

Pemkot!Pemkab lain dalam merancang manajemen pengaturan PPPK yang memberikan 

kepastian hukum dan keadilan. Luaran Penelitian adalah dapat ditulis dalam jurnal ilmiah, 

dengan Metode Penelitian Yuridis Normatif, diikuti dengan Yuridis empiris dengan Statue 

Approach, Conceptual Approach dan Case Approach Dari penelitian ini diketahui bahwa 

para responden yang merupakan pegawai ASN tidak mengetahui adanya ketentuan mengenai 

alur pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sedangkan Pejabat Pembina 

Kepegawaian masih belurn sepenuhnya menerapkan ketentuan yang berkaitan dengan PPPK. 

Hal ini, berimplikasi terhadap para PNS maupun PPPK adalah tidak adanya perlindungan 

hukum bagi hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Oleh karena itu disarankan agar 

Ketentuan tentang manajemen PNS maupun PPPK hams dilaksanakan secara menyeluruh 

serta Fokus kebijakan pada bidang kepegawaian seharusnya bergeser dari efisiensi ekonomi 

menjadi pemberdayaan sumber daya manusia dalam birokrasi. 

Keyword: PPPK, Aparatur Sipil Negara dan Perlindungan Hukum 
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BABI 

PENDAHULUAN 

l. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya perlu memajukan 

perkembangan suatu bangsa melalui berbagai sektor salah satunya yakni ketenagaketjaan. 

Ketenagaketjaan merupakan salah satu aspek yang penting dan sangat menonjol dalam proses 

pembangunan dalam negara berkembang. Tenaga ketja mempunyai peran penting sebagai 

pelaku dan tujuan dalam pembangunan nasional, terutama dalam sektor ekonomi, disamping 

faktor pendukung lainnya. Hal ini disebabkan masalah ketenagakerjaan selalu 

mengetengahkan isu-isu tentang pengangguran, kesempatan ketja dan partisipasi angkatan 

kerja yang tentunya berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Instansi pemerintah dalam menjalankan kegiatannya baik yang sifatnya fungsional 

maupun administratif sangat membutuhkan dukungan dan kontribusi yang besar terutama 

dalam hal SDM. Keberadaan SDM yang memadai mampu memberikan kontribusi bagi 

instansi pemerintah dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini berbanding lurus dengan dana 

yang hams dikeluarkan guna pembiayaan pegawai. 

Keberadaan sumber dana guna pembiayaan pegawai merupakan sesuatu hal yang 

penting dan vital karena sistem pengupahan yang baik dan benar dapat mempengaruhi kinetja . 
pegawai. Kondisi yang demikian menuntut instansi pemerintah untuk mengatur manajemen 

kepegawaian sehingga tidak terdapat kesenjangan antara kebutuhan akan SDM dengan biaya 

yang hams dikeluarkan guna pembiayaan kepegawaian. Aparatur Sipil Negara sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bertugas 

merealisasikan kebijakan pernerintah melalui pelayanan terhadap masyarakat. Dalam fungsi 

pelayanan terkandung tujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat 

diartikan bahwa siapapun dalam masyarakat ini hams mendapat perlakuan yang sama, tidak 

memandang apakah dia kaya atau rakyat biasa, semua harus mendapat perlakuan yang sama. 

Kamus Umwn Bahasa Indonesia mengartikan "Pegawai" sebagai "orang yang beketja 

pacta pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan "Negeri" berarti negara atau 

pemerintah. Kranenburg sebagaimana dikutip oleh Sri Hartini,dkk, memberikan pengertian 

bahwa "pegawai negeri" yaitu pejabat yang ditunjuk. Logemann, menyatakan bahwa dengan 

menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara negara dengan 

pegawai negeri dengan memberikan pengertian pegawai negeri sebagai tiap pejabat yang 

mepunyai hubungan dinas dengan negara. Logemann dengan menggunakan kriteria yang 



bersifat materiil mencennati hubungan antara Pegawai Negeri dengan memberikan 

pengertian Pegawai Negeri setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara. 

PNS, menurut 

Mahfud M.D dalam bulrunya Hulrum Kepegawaian membagi pengertian Pegawai 

Negeri menjadi 2 (dua) yakni pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif(Amir, 2018). Hal 

ini berarti keberadaan pegawai negeri terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, akan 

tetapi tujuan akhir dari perbedaan tersebut adalah menjelaskan maksud pemerintah dalam 

menyelenggarakan negara berdasarkan sistem hukum yang ada. Pengertian Pegawai Negeri 

secara stipulatifterdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yakni 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur 

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. Pengertian tersebut berlaku dalam segala pelaksanaan peraturan mengenai 

kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya kecuali diberikan definisi lain 

(Hartini & Sudrajat, 20 19). 

Secara ekstensif, pengertian pegawai negeri diperluas dimana pada dasarnya terdapat 

beberapa golongan PNS yang tidak termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan pegawai negeri 

(Hartini & Sudrajat, 2019). Pengaturan mengenai golongan pegawai negeri dalam pengertian 

ekstensif terdapat pada beberapa ketentuan sebagai berikut: . 
a. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal415-437 KUHP mengenai kejahatanjabatan; 

b. Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan, anggota 

dewan daerah, dan kepala desa; 

c. Ketentuan yang memperluas pengertian dari Pegawai Negeri dalam Undang­

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan 

d. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang 

Pembantasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta. 

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS dan pegawai pemerintah 

dengan petjanjian keija yang bekeija pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah PNS 

dan pegawai pemerintah dengan petjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina 

kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan PNS adalah warga 
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negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap 

oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

Dewasa ini, untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan 

berwibawa telah menjadi prioritas utama bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia. Salah satu 

unsur penyelenggaraan pemerintahan yang perlu diperhatikan adalah penataan aparatur sipil 

negara (Sri Hartini dkk. : 2008 : h.3) 

Pemerintah pada akhimya melakukan perubahan terhadap Undang-undang No. 43 

tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut dengan UU No. 43 

Tahun 1999) dengan Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 2014). Salah satu perubahannya adalah 

mengatur tentang jenis-jenis kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang­

Undang No.5 Tahun 2014. Dalam pasal 6 dinyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) 

terbagi menjadi dua jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pegawai 

tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), mempunyai nomor induk kepegawaian 

secara nasional dan Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Keija (PPPK) yang diangkat oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian dengan peijanjian keija berdasarkan peraturan perundang 

undangan yang berlaku berdasarkan kebutuhan sebuah instansi. PPPK ini merupakan langkah 

untuk memenuhi kebutuhan khusus terhadap sumber daya manusia yang kompeten dan 

professional yang selama ini tidak diperoleh dari PNS yang ada . . 
Kedudukan PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana amanat 

didalam Pasal 107 UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN mengamanatkan 13 hal dalam 

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Meskipun PP No. 49 Tahun 2018 telah berlaku 

selama kurang lebih 2 tahun, namun, saat ini masih terlaksana 4 RPP yakni RPP gaji dan 

tunjangan, RPP Manajemen PPPK, RPP Manajemen Penilaian Kineija dan Disiplin PNS, 

RPP Manajemen Korps Pegawai ASN. Padahal urgensitas terhadap keberadaan RPP pacsa 

pengesahan UU No. 5 Tahun 2014 sangatlah penting guna memberikan pengaturan serta 

perlindungan hukum kepada PPPK. 

Pasal 134 UU No.5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Peraturan Pelaksanaan dari UU 

No.5 Tahun 2014 hams ditetapkan paling lama 2 tahun sejak Undang-undang tersebut 

diundangkan. Hal ini mengartikan bahwa RPP akan melewati batas waktu yang ditentukan 

dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ASN di Indonesia. Memang RPP PPPK 

menjadi sulit karena antara RPP satu dengan yang lain hams terdapat kausalitas (gaji dan 

tunjangan PPPK karena berkaitan dengan keuangan Negara). Keberadaan PPPK tidak hanya 
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menambah beban pemerintah dengan memberikan gaji dan tunjangan lain tanpa perencanaan 

yang tepat tentang forrnasi jabatan yang ada. 

PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dibuat untuk melaksanakan 

ketentuan pasal 107 UU No. 5 Tahun 2014. Dengan Munculnya PP No. 49 Tahun 2018 

membuka peluang kaum professional untuk menjadi ASN. Kawn professional dapat mengisi 

jabatan fungsional dan jabatan Pimpinan Tinggi tertentu. Setiap ASN yang berstatus PPPK 

mendapatkan hak dan fasilitas yang sama dengan ASN yang bersatus PNS, kecuali jaminan 

hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan ketja, jaminan kematian. 

Berdasarkan amanat dari UU No.5 Tahun 2014 rekruitmen PPPKjuga hams melalui 

proses seleksi, baik seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi. Mereka yang sudah 

dinyatakan lulus kompetensi hams mengikuti wawancara untuk menentukan integritas dan 

moralitas yang bersangkutan. Bahkan untuk JPT tertentu dan JPT madya tertentu setelah 

lulus seleksi pengadaan PPPK selain wawancara juga diminta masukan dari masyarakat 

untuk penilaan basil seleksi yang bersangkutan. 

Dalam PP No. 49 tahun 2018 ini juga mewajibkan agar setia instansi pemerintah dapat 

mengisi jwnlah kebutuhan PPPK, jenis jabatan PPPK berdasarkan basi analisis kebutuhan 

jabatan dan beban ketja untuk jangka waktu 5 tahun yang hams dirinci setiap tahunnya untuk 

memudahkan penghitungan jwnlah PPPK yang dibutuhkan. Dengan adanya PP No. 49 Tahun 

2018 rekruimen tenaga honorer tidak akan dilakukan lagi oleh pemerintah pusat dan daerah, . 
dan diharapkan kebijakan PPPK dapat dipakai juga untuk mengatasi persoalan tenaga 

honorer yang ada selama ini. Selain itu PP yang merupakan pelaksana dari UU No. 5 Tahun 

2014 dimaksudkan sebagai payung hukum bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut 

para professional masuk ke dalam birokrasi pemerintahan dengan usia yang lebih fleksibel 

dibandingkan dengan CPNS. Usia yang fleksibel tersebut adalah untuk jabatan fungsional 

usia paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi adalah 1 tahun sebelum memasuki usia 

pensiun. 

PPPK memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN dalam pangkat 

danjabatan yang setara (Perhatikan untuk membandingkan PP No. 49 Tahun 2018 dengan PP 

No. 11 Tahun 2017). Perlindungan PPPK disebutkan dalam pasal 57 ayat 1 PP No. 49 Tabun 

2018 yaitu pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan hari tua, jarninan 

kesehatan, jaminan kecelakaan ketja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Apabila 

dicermati dalam pasal perlindungan untuk PNS dan PPPK memang ada perbedaan yaitu pada 

hal yang mengatur tentang jaminan hari tua, untuk PPPK diberikan tetapi untuk PNS justru 

tidak ada. Jaminan PNS diatur dalam Pasal 308 dan 304 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017 
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seorang PNS berhak mendapatkan jaminan pensiWI dan jaminan hari tua. Artinya jika 

disandingkan antara PP No. 11 TahWI 2017 dan PP No. 49 TahWI 2018 maka yang 

membedakan antara PPPK dan PNS yang mengatur tentang perlindungan adalah hanya satu 

hal saja yaitu PNS berhak mendapat pensiun dan PPPK tidak memperolehnya. 

Urgensi pengaturan 9 RPP lainnya menjadi sangat diharapkan mengingat PPPK telah 

banyak di rek:rut oleh instansi pemerintahan di daerah-daerah, sehingga beberapa hal yang 

belwn diatur menimbulkan tafsir-tafsir sendiri dikalangan Pejabat Pembina Kepegawaian di 

daerah yang berdampak tidak adanya kepastian hukum kepada para PPPK. 

Kepastian hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pasca 

diundangkannya UU No. 5 Tahun 2014 sangat diperlukan. PPPK merupakan warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk 

jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK adalah sebuah 

pembaharuan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan, dan dengan adanya PPPK 

birokrasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dengan cara sharing knowledge dan 

experience antara sector public dan swasta. 

Beberapa persoalan mengenai siapa PPPK, seberapa luas lingkup jabatan dan keahlian 

dan sektor apa yang akan ditempati harus segera dicari jalan keluarnya, agar tidak dianggap 

sebagai kembalinya pol a outsourcing yang dibungkus nama PPPK. Aturan pelaksana atas UU 

No. 5 Tahun 2014 tentang ASN telah ditetbitkan beberapa Peraturan Pemerintah yakni PP . 
No. 49 Tahun 2018 tentang Menejemen PPPK, PP No. 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan 

yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan PP No. 98 Tahun 

2020 tentang gaji dan Tunjangan PPPK. NamWI, keberadaan PP yang telah disahkan ini 

tentunya masih belum memberikan kepastian hukum kepada PPPK mengingat keharusan 

akan pengesahan Peraturan lainnya sebagai aturan pelaksana atas UU No.5 Tahun 2014. 

Beberapa wacana yang timbul dikalangan tenaga honorer kepegawaian di Indonesia yang 

akan di konversi menjadi PPPK juga tidak mendapatkan kejelasan. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di ditarik rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Alur Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 

lmplikasinya di Jawa Timur? 
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2. Bagaimana Pengaturan Manajemen terkait keberadaan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja? 

3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota 

Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo mengenai sistematika kepegawaian di 

Indonesia. Sejak disahkannya Undang-undang No.5 Tahun 2014 sistematika kepegawaian di 

Indonesia berubah. Perubahan ini nampak bahwa semula PNS dianggap sebagai satu-satunya 

bagian penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Eksistensi Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) menyebabkan adanya dua sub-sistem yang melakukan 

penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian disatukan sebagai Aparatur Sipil Negara 

(ASN). Keberadaan PPPK di Indonesia merupakan salah satu penunjang dalam hal penguatan 

system pemerintahaan dan langkah strtegis mengurangi pengangguran di Indonesia. 

4. Urgensi Penelitian 

Indonesia sebagai Negara Hukum yang menganut konsep Demokrasi mendasarkan 

seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. 

Pengaturan mengenai PPPK yang jelas dan tegas secara nasional khususnya di Iingkup Jawa . 
Timur merupakan salah satu perwujudan sistem Pemerintahan yang demokratis, bersih dan 

berwibawa. Mengingat eksistensi PPPK dapat mendukung kebutuhan pemerintahan dewasa 

ini yakni perangkat yang strategis sebagai penunjang dalam hal pengembangan Pemerintah 

Daerah. 

5. Target dan Penerapan Penelitian 

Hasil penelitian ini akan bennanfuat tidak hanya bagi Pemerintah Kota Surabaya, 

Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, namun juga dapat menjadi acuan penerapan bagi 

Pemerintah Kabupaten!Kota lainnya dalam merancang konsep Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Ketja (PPPK) dan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga akan 

bermanfaat bagi warga Kabupaten!Kota terutama untuk Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja. 
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6. Luaran Penelitian 

Luaran dari penelitian ini diharapkan dapat terpublikasi pada jumal terakreditasi 

nasional yakni untuk bidang ilmu hukmn dapat terakreditasi pada jurnal Arena Hukum 

Terbitan Universitas Brawijaya (Sinta 2) atau Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah 

Mada (Sinta 2), dan jurnal lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan 

pemerintah daerah dalam merancang Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota!Bupati 

tentang PPPK. 
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BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

l. Pengertian Kepegawaian 

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki tujuan Negara 

sebagaimana diatur dalam Alinea Ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

bahwa tujuan Negara adalah "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta 

melaksanakan ketertiban dunia". Tujuan Negara tersebut dapat tercapai melalui 

pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilakanakan 

secara bertahap, sungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna. 

Di dalam suatu organisasi, unsur manusia sangat menentukan sekali hal ini 

dikarenakan betjalannya suatu organisasi kearab pencapaian tujuan yang ditentukan 

tergantung kepada kemampuan manusia untuk menggera.kkan organisasi tersebut kearah yang 

telah ditetapkan. Secara wnwn yang dimaksud pegawai adalah orang yang beke.rja di suatu 

perusahaan atau lembaga dan kemudian diberikan upah atau gaji. 

Berdasarkan sejarah Indonesia, kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

adalah penting dan sangat menentukan. Hal ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil merupakan 

unsur Aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam . 
rangka usaha mencapai tujuan nasional. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan nasional tergantung dari kesempumaan Aparatur Negara yakni 

PNS. 

Pegawai Aparatur Sipil Negara baik PNS maupun PPPK memiliki kedudukan yang 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai aparatur negara yang 

melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut dan 

merujuk pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka pegawai Aparatur Sipil 

Negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik yang dibuat pejabat Pembina; pelayan 

publik yang berkualitas dan professional; dan merupakan perekat dan pemersatu bangsa. 

Rumusan kedudukan pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada pokok-pokok pikiran 

dimana pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi wnum pemerintahan tetapi juga barns 

mampu melaksanakan fungsi pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak (Prasetia, 

2019). 

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pegawai Aparatur Sipil 

Negara memiliki peran strategis dalam membantu melaksanakan kebijakan publik yang 
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dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan; memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas; dan mempererat 

persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pegawai Aparatur Sipil 

Negara, selain berperan sebagai aparatur negara, berperan pula sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat yang dituntut dapat melaksanakan tugas umum pemeri.ntahan dan pembangunan 

nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik sehingga setiap PNS dituntut 

untuk memiliki kesetiaan, ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan Pemerintah agar dapat memusatkan 

segala perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala daya upaya dan tenaga secara berdaya 

guna dan berhasil guna. 

Pada bulan Mei 1998 terjadi Reformasi yang mengakibatkan perubahan yang sangat 

signifikan dalam tatanan kehidupan sistem politik dan sistem pemerintahan Negara. Hal ini 

ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah 

Daerah. Sehingga kewenangan daerah meliputi kewenangan dalam bidang kepegawaian. Hal 

tersebut kemudian menjadi pertimbangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1974. Dengan adanya perubahan sistem politik dan sistem pemerintahan pemerintah merasa 

belum terakomodir dalam suatu aturan hukum yang sudah ada, sehingga pada tahun 1999 

diterbitkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Sofian Effendi,199: 1). 

Birokrasi dalam hal ini ASN adalah alat negara untuk memenuhi dan melayani . 
kebutuhan publik. Untuk itu diperlukan birokrasi yang profesional dan memiliki Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas dan kompetensi di bidangnya. Namun 

kenyataannya, publik mempersepsikan birokrasi kita belum ideal. Jadi di dalam Undang­

Undang ASN ini mengedepankan independensi, kinerja, professional. Selain itu, ASN hams 

bekerja sesuai dengan tuntutan undang-undang dan kepentingan negara. 

Lebih tegas, Undang-Undang ASN dapat disimpulkan sebagai alat perubahan yang 

besar dalam biroksi, mulai dari sistem perencanaan, pengadaan, pengembangan karier, 

pengajian, serta sistem dan batas usia pensiun. Perubahan itu didasarkan pada sistem, yang 

mengedepankan prinsip profesionalisme, kompetensi, kualifikasi, kineija, transparansi , 

objektifitas serta bebas dari intervensi politik dan KKN. 

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara, menjelaskan bahwa Pegawai ASN terdiri dari : 

I) PNS 

Merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara Nasional. 
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2) PPPK 

PPPK adalab warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan peijanjian keija untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

Menurut Hartini dan Sudrajat dalam buku Hukum Kepegawaian Di Indonesia 

(2019,hal.41-42) terdapat beberapa perbedaan mendasar antara PNS dan PPPK yakni: 

1. Jangka waktu pelaksanaan pekeijaan. 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa PNS merupakan pegawai yang 

diangkat secara tetap dimana istilah "tetap" tersebut merujuk pada jenjang karier pegawai 

hingga batas waktu pensiun atau sampai dengan PNS tersebut berhenti. Sedangkan PPPK 

memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dan kebutuhan instansi pemerintah 

yang mempekeijakannya. 

2. Behan tugas yang diberikan. 

PNS diberikan kedudukan untuk melaksanakan jabatan pemerintahan yang artinya 

bahwa PNS memiliki jabatan sehingga berwenang untuk bertindak atas nama jabatan tersebut 

sesuai dengan tanggung jawab dan tanggung gugat atas penyelenggaraan pemerintahan. 

Adapun PPPK hanya melaksanakan tugas pemerintahan yang cenderung operasional, 

fungsional atas dasar instruksi dari PNS. 

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-. 
tugas negara atau pemerintah adalah pegawai negeri, karena pegawai negeri adalah sebagai 

abdi negara dan abdi masyarakat dan merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional. 

(1) Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan atas : 

• Kepastian Hukum; 

• Profesionalitas; 

• Proporsionalitas; 

• Keterpaduan; 

• Delegasi; 

• Netralitas; 

• Akuntabilitas; 

• Efektif dan Efisien; 

• Keterbukaan; 

• Nondiskriminatif; 

• Persatuan dan Kesatuan; 
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• Keadilan dan Kesetaraan; 

• Kesejahteraan. 

(2) ASN Sebagai Profesi Berlandaskan Prinsip : 

1. Nilai dasar (Pasal 3 huruf a) : 

• Memegang teguh idiologi; 

• Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 dan pemerintah yang sah; 

• Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; 

• Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; 

• Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; 

• Menciptakan lingkungan keija yang non diskriminatif; 

• Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; 

• Mempertanggungjawabkan tindakan dan kineijanya ke publik; 

• Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; 

• Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, 

berdaya guna , berhasil guna dan santun; 

• Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; 

• Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama; 

• Mengutamakan pencapaian basil dan mendorong kineija pegawai; . 
• Mendorong kesetaraan dalam pekeijaan; 

• Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai 

perangkat sistem karier. 

2. Kode etik dan kode perilaku : 

• Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas 

tinggi; 

• Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; 

• Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan; 

• Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan; 

• Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang 

berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan dan etika pemerintahan; 

• Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; 
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• Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, 

efektif dan efisien; 

• Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain 

yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; 

• Tidak menyalahgunaan infonnasi intern, negara, tugas, status, kekuasaan dan 

jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri 

sendiri atau orang lain; 

• Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas 

ASN; 

• Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenru disipin 

pegawai ASN. 

3. Komitmen,integritas moral dan tanggungjawab pada pelayanan publik; 

4. Kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas; 

5. Kualifikasi akademik; 

6. Jaminan perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas; 

7. Profesionalitas jabatan. 

(3) Kedudukan, Hak dan Kewajiban ASN : 

a. Kedudukan ASN 

• Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur ASN; 

• Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi 

pemerintah; 

• Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan 

partai politik. 

b. HakASN 

Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang 

merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti beketja untuk 

memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi disebut 

sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan, melalui kecerdasan yang semakin 

meningkat mengakibatkan manusia dikatakan sebagai homo sapiens, homo politikus 

dan homo ekonomikus dan dalam kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan pula 

bahwa man usia adalah zoon politicon. 

Berdasarkan perkembangan dunia modern, dalam prosesnya setiap individu akan 

berinteraksi dalam masyarakat yang semakin meluas dan perkembangan berikutnya 

adalah dimulainya konsep organisasi yang melingkupi bidang pemerintahan sehingga 
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manusia dapat dikatakan sebagai homo administratikus dan organization man (Sondang 

P Siagian: 1996). 

Menurut Herzberg setiap manusia memerlukan 2 (dua) kebutuhan dasar , yakni 

(Burhanudin A Tayibnapis:l986): 

• Kebutuhan menghindari dari rasa sakit dan kebutuhan mempertahankan 

kelangsungan hidup; 

• Kebutuhan untuk tum bub, berkembang dan belajar. 

Menurut Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, hak ASN antara lain: 

• Gaji, tunjangan dan fasilitas 

Hak gaji pada dasarnya setiap ASN beserta keluarganya harus dapat hidup layak 

dari gajinya sehingga dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya 

untuk melaksanakan tugas yang ditugaskan kepadai PNS tersebut. Gaji merupakan 

balas jasa atau penghargaan atas basil kerja seseorang. 

• Cuti 

Merupakan hak PNS dalam rangka menjamin kesegaran jasmani, rohani serta 

kepentingan PNS. Dalam hal ini bahwa PNS berhak atas cuti yaitu tidak masuk kerja 

yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu; 

• Jaminan pensiun danjaminan hari tua 

Diberikan kepada setiap PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan . 
berhak atas pensiqn. Yang dimaksud pensiun adalahjaminan di hari tua yang diberikan 

sebagai balas jasa terhadap pegawai yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya 

kepada negara. Untuk mendapatkan hak pensiun harus memenuhi syarat diantaranya : 

i. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun; 

ii. Telah mencapai diberhentikan dengan hormat sebagai PNS; 

iii. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun. 

• Perlindungan 

Apabila PNS ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam atau karena sedang 

menjalankan tugas kewajibannya, maka PNS berhak atas perlindungan atas sesuatu 

kecelakaan itu dengan memperoleh perawatan dan PNS itu tetap menerima penghasilan 

penuh. PNS apabila mengalami cacat jasmani dan rohani dalam hal karena menjalankan 

tugasnya dan tidak dapat bekerja kembali berhak atas perlindungan yaitu dengan 

memberikan tunjangan. 

• Pengembangan kompetensi 
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Upaya peningkatan kualitas SDM secara terns menerus hams dilakukan. Dengan 

melakukan pengembangan potensi diri secara konsisten maka kompetensi, ketrampilan 

dan sikap perilaku yang dimiliki oleh setiap ASN dapat menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya secara maksimal. 

c.Kewajiban Aparatur Sipil Negara 

Sastra Djatmika membagi 3 (tiga) golongan kewajiban ASN yakni : 

• Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan; 

• Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas 

dalam jabatan, melainkan dengan kedudukan sebagai pegawai negeri pada 

umumnya; 

• Kewajiban-kewajiban Jain. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, antara Jain sebagai 

berikut: 

• Setia dan taat pada PancasiJa, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan 

yang sah; 

• Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 

• Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; 

• Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 

• Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran 

dan tanggungjawab; 

• Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan 

tindakan kepada setiap orang, baik di daJam maupun di luar kedinasan; 

• Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d. Fungsi, Tugas dan Peran ASN : 

1. Pegawai ASN berfungsi sebagai : 

• Pelaksana kebijakan publik; 

• Pelayanan publik; 

• Perekat dan pemersatu bangsa. 

14 



1. Pegawai ASN bertugas : 

• Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ; 

• Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; 

• Memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. 

2. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas 

penyelenggara tugas wnwn pemerintahan dan pembangunan nasional melalui 

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari 

intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 

2. Konsep Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lahir sebagai jawaban dari 

kebutuhan yang mendesak akan sumber daya manusia yang profesional, yang selama ini 

kompetensinya belum secara optimal diperoleh dari Pegawai Negeri Sipil. PPPK diharapkan 

mampu menyelesaikan pekerjan dengan cepat dan tuntas karena mereka memiliki keahlian 

khusus (Sri Hartini, Tedi Sudrajat: 2017, 40). Hal penting dari PPPK adalah untuk 

memberikan kepastian hukwn atas status pegawai tidak tetap yang memiliki beragam nama 

(pegawai honorer, pegawai bulanan lepas dan lain-lain). 

Berdasarkan pasal 1 angkct 14 Undang-undang No.5 Tahun 2014 PPPK adalah warga 

Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tertentu., diangkat berdasarkan perjanjian 

kerja untukjangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

Apabila dicermati perbedaan antara Pegawai Negeri Sipil dengan PPPK ada beberapa 

hal antara lain jangka waktu pelaksanaan pekerjan, be ban tugas yang diberikan (pasal 98 ayat 

2 UU no 5 tahun 2014). Tugas dan fungsi ASN diarahkan untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara professional , jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas 

Negara, pemerintahan dan pembangunan. Rumusan kedudukan ASN didasarkan pada pokok 

pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga 

harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan. Dengan kata lain pemerintah tidak hanya 

menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan 

memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat. (CST Kansil, 1989:38). 

Status hukum PPPK dalam hukum kepegawaian berada dalam 2 (dua) ranah hukum 

yang berbeda yaitu hokum kepegawaian dan hokum ketenagakerjaan. Jika dilihat dari 

obyek lingkungan kerja, penerapan tugas pemerintahan serta penerapan sanksi disiplin maka 
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PPPK berada dalam ranah hukum kepegawaian, namun jika dilihat dari sisi kontrak keija 

yang dibuat, maka status hukumnya diatur oleh hukum ketenaga kerjaan (Warsito, jurnal 

Borneo Administrator vol 11 no 1 ). 

3. Konsep Manajemen PPPK 

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakeijaan disebutkan bahwa 

hubungan keija itu dibentuk atas kesepakatan antara pejabat pemberi komitmen dengan 

pelamar kerja. Dalam hal ini posisi pejabat pemberi komitmen memiliki hak tawar besar 

dalam menegosiasikan hak hak dan kewajiban pekeija. Adapun terkait manajemen PPPK, 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai 

Pemerintah dengan Peijanjian Keija (selanjutnya disebut dengan PP No.49 Tahun 2018). 

Selain itu, terdapat peraturan terbaru yakni Peraturan Presiden Nomor 98 Tahtm 2020 

Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keija (selanjutnya 

disebut dengan PP No.98 Tahun 2020). 

Dalam kaitannya dengan implikasi PPPK di Jaw a Timur hams melihat juga Undang­

Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah sebagaimana yang diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Keija. Adapun hal-hal yang berbeda 

dari Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

adalah mengenai kewenangan ~pala daerah dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 disebutkan bahwa hal-hal mengenai perizinan daerah kembali menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat. Undang-undang ini mendasarkan pada otonomi yang seluas­

luasnya dengan diimbangi system rumah tangga yang nyata (real) agar tepat sasaran 

pembangunan di daerah. Selain itu diperlukan prinsip tanggung jawab karena dalam 

melaksanakan otonomi daerah perlu adanya pertanggung jawaban untuk mencapai tujuan 

Negara. (Sri Hartini, 2017: 122). 

Hal yang berkaitan dengan bagaimana otonomi diberikan dan bagaimana batas 

cakupannya ahli hukum mengidentifikasikannya dalam berbagai ajaran baik formal, materiil, 

serta teori residu, nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Ajaran tersebut merupakan tatanan 

yang berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan pusat dan daerah. (Mahfud, 2011:97). 

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manaJemen ASN 

dibentuklah Badan Kepegawaian Negara (BKN) ditingkat pusat dan Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) ditingkat Daerah. Manajemen ASN termasuk PPPK sering disamakan dengan 
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administrasi kepegawaian. Istilah administrasi kepegawaian merupakan istilah yang 

terancang secara umum, yang dapat dibandingkan dengan istilah manajemen tenaga keija 

(human power), atau manajemen sumber daya tenaga keija (human resources management). 

(Miftah Thoha, 1986). 

Fungsi manajemen kepegawaian dapat dikategorikan mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pemerian motivasi, pengawasan dan penilaian. Berdasarkan pasal 1 angka 

5 Undang-undang no 5 tahun 2014 manajemen ASN termasuk PPPK pada dasarnya adalah 

pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika 

profesi, bebas dari intervensi politi.k, korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Pentingnya peran pegawai ASN ini juga harus di dukung dengan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas SDM pegawai ASN sendiri juga harus didukung 

dengan pengembangan kompetensi dan penyaringan dan penyeleksian yang ketat disaat 

pengadaan fonnasi pengangkatan pegawai ASN. Dalam konteks hukum publik, pegawai 

ASN bertugas membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan 

pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, yang artinya wajib 

mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat (Mahfud 

MD:1980). 

Sebagai seorang Abdi Negara, seorang pegawai ASN wajib setia dan taat kepada 

Pancasila sebagai falsafah dan ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945, kepada Negara dan . 
pemerintah. Selain hal tersebut, ASN dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik, maka dari itu ASN harus memiliki kesetiaan, ketaatan penh terhadap Pancasila, UUD 

NRI Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Kesetiaan dan ketaatan penuh 

ini berarti bahwa pegawai ASN berada sepenuhnya di bawah pimpinan pemerintah dan 

sebagai abdi masyarakat pegawai ASN harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 

kepada masyarakat. Atas dasar hal tersebut, maka cliperlukan pegawai ASN yang mampu 

saling bersatu padu, bennental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bebas 

KKN, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab (Rozali Abdulah, 1996, Hukum 

Kepegawaian ). 

Birokrasi sebagai sebuah organisasi pemerintah telah mengalami berbagai perjalanan 

yang cukup panjang. Tidak dapat kita pungkiri bahwa sampai saat ini citra negatif birokrasi 

masih dapat terlihat yang pastinya akan berdampak buruk dan mempengaruhi berbagai aspek 

di dalam pembangunan. Hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada birokrasi 

cenderung rendah. Pemerintah sebagai pemegang otoritas sudah seharusnya bertanggung 
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jawab untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan melakukan perbaikan - perbaikan 

dalam upaya merefonnasi birokrasinya. 

PPPK atau sebelumnya dikenal dengan PTT (Pegawai Tidak Tetap) tidak 

berkedudukan sebagai pegawai tetap tapi lama kerjanya dibatasi oleh Perjanjian Kerja. Hal 

ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 2014 bahwa PPPK adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian 

kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

Pada Undang-Undang No.5 Tahun 2014 disebutkan bahwa manajemen PNS dan 

PPPK dilakukan dengan menggunakan Sistem Merit. Terkait dengan Sistem Merit, Pasal 1 

angka 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mendefinisikan sebagai berikut: "suatu 

kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, 

kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan Jatar belakang 

politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pemikahan, wnur, atau 

kondisi kacacatan." Dengan menerapkan Sistem Merit dibarapkan PPPK ini dapat 

mendukung kinerja birokrasi karena Sistem Merit merupakan inovasi dari Pemerintah 

Indonesia untuk mengangkat pegawai didasarkan atas kompetensi dan kecakapan para 

pegawai. 
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DAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan ditunjang secara empiris. 

Pendekatan yuridis (hu.kum dilihat sebagai norma atau das sol/en), karena didalam substansi 

hukum adalah terdiri dari norma, kaidah, asas-asas hu.kum, doktrin, dan peraturan 

perundangan. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015). Penulisian penelitian ini 

menggunakan bahan-bahan hukmn baik bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural dan das sein) karena 

didalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan (Bambang 

Sunggono, 2007). 

Marzuki dalam bukunya menyatakan bahwa ilmu hukum tidak dapat diklasifikasikan 

ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya merupakan kebenaran empiris. Ilmu sosial tidak 

memberi ruang untuk menciptakan konsep hukum karena studi sosial hanya berkaitan dengan 

implementasi konsep hukum dan acap kali hanya memberi perhatian terhadap kepatuhan 

individu terhadap aturan hukum. ·serdasarkan pemikiran Marzuki tersebut maka penelitian 

pada ilmu hukum disebut dengan penelitian hukum. Jenis penelitian dalam penelitian ini 

dikatakan normatif empiris dikarenakan menggabungkan antara penelitian hukum normatif 

dengan penelitian hu.kum empiris. Penelitian hukum normatif yang ditunjang secara empiris 

dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa data sekunder yang ditelusuri melalui 

penelitian pustaka saja tidak cukup sehingga perlu dilengkapi dengan studi lapangan. Studi 

lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber guna mendapatkan data 

primer. Penelitian Empiris ini dilakukan pada 3 Kabupaten dan Kota yakni Kota Surabaya, 

Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. 

Berdasarkan sifat penelitiannya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis 

mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum 
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yang menjadi objek penelitian. Penelitian yang bersifat deskriptif berisi pemaparan dan 

bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang 

berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang tetjadi dalam masyarakat. Gtma 

mendapatkan informasi secara komprehensif terkait dengan permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa metode pendekatan yaitu pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan 

pendekatan kasus (case approach). 

Penelitian ini menggunakan analisis melalui penyebaran kuisioner kepada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan responden sebanyak 47 orang, di mana 

responden yang dimaksud adalah PPPK. Dari 47 responden tersebut, penerimaan PPPK 

terbanyak di Bapenda Jawa Timur tetjadi pada tahun 2010 sebagaimana yang tercantum 

sebagai berikut : 

Jumlah Pegawai 

6 

4 

0 I I 

Berdasarkan hasil observasi, pemerintah mengadakan recruitment PPPK pada tahun 

2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. 

Sebagaimana terlihat pada diagram tersebut diatas, penerimaan PPPK khususnya pada 

Bapenda Jawa Timur adalah pada tahun 2010. 

Masing-masing PPPK tersebut bekerja di bidang yang berbeda, yakni dibidang 
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pembayaran dan penagihan, mengolah data, pemeliharaan asset Bapenda, penjaga keamanan 

(security), dan lain-lain (pengemudi, administrasi, pembantu pejabat pengadaan, penetapan 

anggaran). Berikut data terkait jumlah PPPK yang bekerja sesuai dengan bidangnya 

sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya: 

Pekerjaan 

30 

25 

20 

1 s 

1D 

s 

0 

Berdasarkan diagram tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa PPPK yang bekerja di 

bidang keamanan memiliki jumlah tertinggi dari bidang peketjaan lainnya, yakni sebanyak 25 

(dua puluh lima) orang. Posisi kedua bidang peketjaan PPPK tertinggi adalah di bidang 

pengolahan data, yakni sebanyak 13 (tiga belas) orang. Terkait PPPK di bidang pemeliharaan 

asset terdapat 4 (empat) orang dan lain-lain memilikijumlah sebesar 6 (enam) orang. 

Dari total 47 (empat puluh tiga) responden, 5 (lima) diantaranya belum diberikan 

penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai PPPK. Kelima pegawai yang belum 

diberitahukan terkait hak dan kewajiban tersebut kesemuanya beketja di bidang keamanan. 

Selebilmya sebanyak 42 (tiga puluh delapan) PPPK telah diberitahukan terkait hak dan 

kewajiban PPPK. 

Terkait dengan perbedaan antara PPPK dengan tenaga honorer, 47 (empat puluh 

tujuh) responden memberikan jawaban yang beragam. Setelah diakumulasi, sebagian besar 

responden memberikan jawaban bahwa perbedaan antara PPPK dengan tenaga honorer 

terletak pada sistem kontrak yang di dalamnya memuat masa kontrak/masa ketja. Selebihnya 

responden menjawab bahwa perbedaan antara PPPK dengan tenaga honorer terletak pada 

gaji, honor, tunjangan, status pegawai, bahkan ada beberapa responden yang menjawab tidak 

ada perbedaan antara PPPK dengan tenaga honorer. Berikut data yang disampaikan 
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Jika dijelaskan lebih lanjut berdasarkan diagram tersebut di atas, maka jawaban 

tertinggi terkait perbedaan antara PPPK dengan tenaga honorer ada pada sistem kontrak/masa 

kerja, yakni sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Responden yang menjawab perbedaan 

terletak pada gaji, honor dan tunjangan sebanyak 8 (delapan) orang, sama dengan total 

responden yang menjawab perbedaan antara PPPK dengan tenaga honorer terletak pada 

status pegawai. Kemudian sebany.a.k 9 (sembilan) orang responden menjawab bahwa antara 

PPPK dengan tenaga honorer tidak ada perbedaan atau hampir sama. Selebihnya sebanyak 3 

(riga) responden menjawab lain-lain, seperti berbeda hak yang diterima antara PPPK dengan 

tenaga honorer dan posisi sebagai PPPK dianggap lebih valid/pasti. 

Selain dari pada itu, ketika calon pegawai diangkat sebagai PPPK tentu akan 

dilakukan penilaian atas kinerja. Dari 47 (empat puluh tiga) responden telah sebagian besar 

mengetahui bahwa akan dilakukan penilaian atas kinerja seorang pegawai, namun sebanyak 

11 (sebelas) PPPK Bapenda Jatim belum mengetahui dilakukannya penilaian atas kinerja 

pegawai, 9 (sembilan) diantaranya dari PPPK yang bekerja di bidang keamanan, 1 (satu) 

orang dari PPPK yang bekerja di pemeliharaan asset Bapenda Jatim, dan seorang lagi dari 

PPPK yang bekerja sebagai operator atau pengolah data. 

Tidak sedikit pula dari antara 47 ( empat puluh tiga) responden mengetahui jangka 

waktu atau lama tenggang aktu kontrak kerja sebagai PPPK, sebab sebagian besar menjawab 

selama 1 (satu) tahun, yakni sebanyak 44 (empat puluh) responden. Sisanya sebanyak 2 (dua) 

responden menjawab selama 5 (lima) tahun, dan 1 (satu) orang responden menjawab 10 
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(sepuluh) tahun. Terkait dengan masa kontrak, 4 (empat) dari 43 (empat puluh tiga) 

responden bel urn pemah mengalami perpanjangan masa kontrak. Jika dirinci lebih Ian jut, 2 

(dua) responden dari 4 (empat) responden tersebut tidak menjawab sudah atau belum 

dilakukannya perpanjangan masa kontrak PPPK. Responden yang belum mengalami 

perpanjangan tersebut mulai diangkat sebagai PPPK padatahun 2019 dan 2020, sedangkan 

responden yang tidak menjawab terkait perpanjangan masa kontrak diangkat sebagai PPPK 

pada tahun 2014 dan 2019. Selebihnya sebanyak 43 (tiga puluh sembilan) responden telah 

mengalami perpanjangan kontrak. 

Dari seluruh pertanyaan yang diajukan dan dijawab kepada responden dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar telah memaharni konsep dasar PPPK. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa memang Salah satu pekerjaan yang dewasa ini sangat digemari oleh 

masyarakat Indonesia terutarna di bidang pemerintahanadalah bekerja sebagai Aparatur Sipil 

Negara. Dimana pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian 

ketja yang bekeija pada instansi pemerintah". Dapat dilihat dari defi.nisi mengenai Aparatur 

Sipil Negara bahwa terdapat 2 (dua) jenis kepegawaia.n Aparatm Sipil Negara. Yang pertama 

adalah Pegawai Negeri Sipil dan yang kedua adalah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 

Kerja. 

Keberadaan ASN merupakan salah satu langkah melaksanakan tujuan nasional. 

Tujuan nasional itu sendiri menginginkan terwujud.nya masyarakat yang adil dan makmur 

secara merata dan berkesinambungan secara materiil dan sprituil. Di sisi lain, dalam 

penyelenggaraan pemerintahan penataan aparatur sipil negara adalah suatu hal yang perlu 

diperhatikan (Hartini, Kadarsih, & Sudrajat, 2008). Artinya, kemampuan dalam masyarakat 

atau seluruh penduduk yang berada di suatu wilayah tertentu dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia, hal inilah yang disebut sebagai Sumber Daya Manusia 

(SDM). Oleh sebab itu, adanya PPPK ini hadir guna mengakarnodir kebutuhan yang 

mendesak yang menuntut adanya SDM yang profesional dan berkompeten. Terkait 

kedudukan PPPK itu sendiri pada dasamya telah diakamodir dalam UU No. 5 Tahun 2014 

tentang ASN. 

Selain dapat ditemukan dalam ketentuan umwn, juga dijelaskan secara eksplisit dalam 

ketentuan Pasal 6 UU ASN yang menentukan "Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS; dan b. 

PPPK". Hal inilah yang kemudian menjadi dasar normatif keberlakuan PPPK sebagai unsur 

aparatur sipil negara. Perlu diketahui juga bahwa Pegawai ASN diserahi tugas untuk 
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melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. 

Namun realitanya, penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini dapat dibilang masih jauh dari 

kata yang diinginkan. Birokrasi pemerintahan nyaris tidak mengalami perubahan brarti dari 

pola kerja lama yang dipraktikkan pada era pemerintahan orde baru. Banyaknya minat usaha 

dan investasi yang ada di Indonesia tidak dibarengi dengan adanya birokrasi yang memadai 

pula. Rendahnya kineija pelayanan birokrasi dan tingginya angka korupsi yang selalu 

menjadi hal utama yang membuat percepatan ekonorni ini tidak bisa beijalan seperti yang 

kita harapkan. Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Report 2014-2015, 

Indonesia menempati peringkat 37 dari 140 negara, dan dari laporan Bank Dwtia melalui 

Worldwide Governance Indicators yang menunjukan bahwa efektivitas pemerintahan 

(Goverment Effevtiveness) Indonesia masih sangat rendah dengan nilai indeks di tahun 2014 

yaitu 0,01.2. Selain itu permasalahan birokrasi di Indonesia yaitu pelayanan kepada 

masyarakat yang kurang baik, dengan kata lain birokrasi di Indonesia belum profesional 

Wltuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan 

refonnasi birokrasi. 

Refonnasi birokrasi itu sendiri dilakukan untuk mengubah berbagai hal di dalam 

birokrasi agar dapat memenuhi harapan publik. Dalam artian, disahkannya UU ASN 

merupakan harapan bagi negara Indonesia untuk dapat mereformasi SDM. Selain memuat 

dasar normatif keberlakuan PPPK, UU ASN ini juga memuat mengenai manajemen PPPK . 
yang meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian keija, penggajian dan tunjangan, 

pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan 

perjanjian keija, dan perlindungan. Akan tetapi, walaupun sudah diatur secara rinci 

mengenai manajemen PPPK, di dalam realitanya terdapat banyak problematika yang muncul 

terkait PPPK itu sendiri. Salah satu problematika terkait PPPK adalah ten tang Pemutusan 

Hubungan Peijanjian Kerja (PHPK). Dalam tataran empiris, banyak sekali PPPK yang 

terkena PHPK secara sepihak dari instansi yang bersangkutan. 

Sebagairnana diketahui bahwa sebelum lahirnya UU ASN, maka terkait kepegawaian 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang­

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU Pokok-pokok 

Kepegawaian). Dalam UU Pokok-pokok Kepegawaian pada dasarnya tidak mengenal adanya 

PPPK. Dengan kata lain, UU Pokok-pokok Kepegawaian hanya mengenal konsep pegawai 

negeri. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pokok-pokok 

Kepegawaian menentukan bahwa "Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik 

Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 
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berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserabi tugas negara lainnya, 

dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku". Bahkan ketentuan 

PasaJ 2 UU Pokok-pokok Kepegawaian menyebutkan secara eksplisit bahwa "Pegawai 

Negeri terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; c. 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia". Artinya, sebelum labirnya rezim UU ASN, 

tidak dikenal konsepsi mengenai PPPK. 

Hadirnya PPPK ini diharapkan mampu menjawab tantangan birokrasi yang selama 

ini dinilai rendah oleh masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa 

selama ini terdapat citra negatif masyarakat mengenai buruk dan lambannya kineija 

pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemangku tugas pelayanan publik, tugas 

pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Citra negatif masyarakat tentu saja sangat 

berimplikasi pada berbagai aspek di dalam pembangunan dan tentu saja membuat 

kepercayaan masyarakat terhadap birokorasi menjadi rendah. Pada titik inilah perbaikan dan 

pembenahan dalam upaya mereformasi birokrasi menjadi langkah strategis yang harus 

diambil oleh Pemerintah selaku pemegang otoritas tertinggi sebagai bentuk tanggung jawab 

untuk mengembalikan hilangnya kepercayaan publik (distrust) (Artisa, 2015). Oleh sebab itu, 

salah satu pengaturan yang ada di dalam UU ASN adalah tidak lain mengatur terkait 

manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sipil negara yang sejatinya berfungsi 

sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang 

profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN). 

Hadirnya PPPK pada dasarnya merupakan salah satu upaya mereformasi birokrasi dan 

juga sebagai jawaban dari kebutuhan yang mendesak akan SDM yang mumpuni dan 

professional yang selama ini kompetensinya mungkin saja tidak banyak di dapatkan pada 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terlebih instansi pemerintah itu sendiri dalam hal menjalankan 

kegiatannya baik yang sifatnya fungsional dan administratif tentu saja membutuhkan 

dukungan dan kontribusi yang besar terutama berkaitan dengan SDA. Dengan kata lain, UU 

ASN ini memiliki latar belakang karena pemerintah memiliki agenda untuk melaksanakan 

refonnasi birokrasi di bidang kepegawaian, yang salah satu agendanya adalah terkait 

penataan SDM. Dengan ini maka PPPK yang merupakan unsur aparatur negara diharapkan 

mampu menjawab semua permasalahan terkait birokrasi yang selama ini memiliki citra 

negati f di mata masyarakat Indonesia. Selain itu, hadirnya PPPK diharapkan dapat 

memberikan percepatan atau akselerasi dalam meningkatkan kompetensi atau menciptakan 
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profesionalitas Pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 

kemukakan Harabap (2016: 13-31) bahwa kehadiran PPPK disinyalir bertujuan untuk lebih 

memberikan perlindungan hukwn terhadap tenaga honorer atau pegawai tidak tetap dan 

menjamin adanya integritas dan profesionalitas dalam tubuh kepegawaian di Indonesia, yaitu 

dengan rekrutmen yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) guna 

mewujudkan reformasi birokrasi. 

Adapun ratio legis dari labimya konsep PPPK dalam UU ASN itu sendiri harus 

dimaknai sebagai agenda reformasi birokrasi yang disinyalir mampu mengakamodir SDM 

yang unggul dan professional. Selain itu, pemberlakuan UU ASN pun harus dimaknai 

sebagai usaha pemerintah dalam memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi PPPK. UU 

ASN itu sendiri juga mengadopsi sistem merit (merit system) yang diatur dalam ketentuan 

Pasall angka 22 UU ASN yangmenentukan "Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen 

ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinetja secara adil dan wajar 

dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal- usul, jenis 

kelamin, status pemikahan, umur, atau kondisi kecacatan". Sistem merit ini pada dasarnya 

adalah lawanlkebalikan dari sistem spoil (spoil system) yang rnemiliki makna bahwa sistern 

dimana jabatan pemeriotahan diisi oleh ternan-ternan, keluarga, atau pendukung dari partai 

yang berkuasa (KhobibWTohrna, Margareta, & Hasbullah, 2020: 139). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa penggadaan PPPK benar-benar ditujukan bagi orang-orang terpilih yang . 
memiliki keahlian dan kemarnpuan khusus dalam bekerja. Dengan kata lain, terdapat 

persyaratan dan serangkaian seleksi yang harus dipenuhi dalam rangka penggadaan PPPK. 

Rezim UU ASN mengatur berbagai hal baru, salah satunya terkait PPPK yang masuk 

sebagai salah satu Pegawai ASN. Akan tetapi, sebagaimana diketahui bahwa setiap produk 

hukum selain membawa dampak positi( tidak bisa dipungkiri bahwa tetap ada darnpak 

negatif atau bahkan lubang hukum terhadap produk hukum tersebut. Bahkan dalam tataran 

empirisnya, banyak sekali problematika terkait PPPK ini sendiri, salah satunya terkait 

Pemutusan Hubungan Perjanjian Keija (PHPK). PHPK itu sendiri bertalian erat dengan 

Manajemen PPPK. Hal disebabkan karena terdapat ketentuan Pasal 93 UU ASN yang 

menentukan "Manajemen PPPK meliputi : a. penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. 

penilaian keija; d. penggajian dan tunjangan; e. pengembangan kompetensi; f. pemberian 

penghargaan; g. disiplin; h. pemutusan hubungan peijanjian keija; dan i. perlindungan". 

Kemudian, perlu diketahui juga bahwasanya terdapat peraturan pelaksana dari UU 

ASN terkait manajemen PPPK itu sendiri. Hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan 
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Perjanjian Kerja (PP Manajemen PPPK). Pada pokoknya, secara yuridis normatif PP 

Manajemen PPPK tersebut telah mengatur tentang alasan yang menjadi dasar dan tata cara 

PHPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 PP Manajemen PPPK menentukan bahwa 

"Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang 

mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK". Adapun alasan-alasan yang 

menjadi dasar PHPK berdasarkan ketentuan Pasal 53 PP Manajemen PPPK yang 

menentukan: 

(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormatkarena: 

a. jangka waktu perjanjian keija telah berakhir; 

b. meninggal dunia; 

c. atas pennintaan sendiri; 

d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan 

pengurangan PPPK; atau 

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan 

kewajiban sesuai peijanjian kerja yang disepakati. 

(2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan karena dengan hormat tidak 

atas permintaan sendiri karena: 

a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara . 
paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak 

berencana; 

b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau c. tidak memenuhi 

target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan peijanjiankeija. 

(3) Pemutusan hubungan kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena: 

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan 

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan 

dan/atau pidana umum 

c. menjadi anggota dan!atau pengurus partai politik; atau 

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut 
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dilakukan dengan berencana. 

Dengan kata lain, ketentuan Pasal 53 PP Manajemen PPPK merupakan dasar dari 

dilakukannya PHPK terhadap PPPK. Apabila ditelaah secara a contrario maka dapat 

disimpulkan pula bahwasanya pibak instansi pemerintah tidak boleh melakukan PHPK secara 

sepibak dengan tidak memiliki dasar alasan sesuai yang dimaksud pada ketentuan Pasal 53 

PP Manajemen PPPK. 

Selain itu, PPPK juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan terkait. Di dalam UU ASN, terdapat pengaturan terkiat bak PPPK yang 

tertuang dalam ketentuan Pasal 22 UU ASN yang menyebtukan "PPPK berhak memperoleh: 

a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi". Bahkan PP 

Manajemen PPPK menegaskan dan merinci kembali terkait bak daripada PPPK itu sendiri. 

Terkait peoggajian dan tunjangan diatur dalam Pasal 38 PP Manajemen PPPK. Terkait cuti 

diatur dalam Pasal 76 PP Manajemen PPPK. Terkait perlindungan diatur dalam Pasal 75 PP 

Manajemen PPPK. Terkait pengembangan kompetensi diatur dalam Pasal 39 PP Manajemen 

PPPK. Bahkan PP Manajemen PPPK ini juga memuat tentang pemberian penghargaan yang 

dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 45 PP Manajemen PPPK. 

Terkait gaji itu sendiri, pada dasamya gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang 

yang diterima oleb pegawai ataupun karyawan atas basil kerjanya. Bahkan lebih rinci lagi, 

terkait gaji PPPK dapat ditemukaq dalam Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2020 tentang 

Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Ketja (Perpres Gaji dan 

Tunjangan PPPK). Definisi dari gaji PPPK diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Perpres 

Gaji dan Tunjangan PPPK menentukan bahwa "Gaji PPPK yang selanjutoya disebut Gaji 

adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan 

layak kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko peketjaan". 

Dengan kata lain, Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK merupakan dasar hukum pemberian gaji 

PPPK. 

Penggajian pada dasamya tennasuk dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya 

, berdasarkan hukum intemasional yang diatur dalam Universal Declaration of Human Right 

(UHDR). Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 23 ayat (2)UHDR yang menentukan bahwa 

"Setiap orang berhak atas pengubahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan 

jaminan kehidupan yang bermartabat baikuntuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika 

perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya". Implementasi nyata negara Indonesia 

dari ketentuan UDHR tersebut secara nyata terlihat jelas dari Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 

1945 yang menentukan "Tiap-tiap warganegara berhak atas peketjaan dan penghidupan yang 

28 



Jayak bagi kemanusiaan" dan Pasal 28D ayat (2) yang menentukan "Setiap orang berhak 

untuk bekeija serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 

kerja". Terkait gaji sebagai salah satu hak dari pegawai, bahkan tertuangjelas dalam Undang­

Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), tepatnya dalam 

ketentu.an Pasal 38 ayat (3) yang menentukan "Setiap orang, baik pria maupun wanita yang 

melakukan pekeijaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat­

syarat perjanjian kerja yang sama". Oleh sebab itu, gaji ·merupakan hak dari PPPK yang pada 

dasarnya harus diberikan sebagai imbalan atas beban kerja, tanggung jawab, dan resiko 

pekerjaan yang ditanggungnya. 

Kemudian kembali lagi pada pokok permasalahan mengenai perlindungan PPPK 

terkait PHPK yang dilakukan secara sepihak. Pada dasamya selain menyimpangi aturan yang 

menjadi dasar dilakukannya PHPK sebagaimana dirnaksud dalam PP Manajemen PPPK, 

PHPK yang dilakukan secara sepihak juga dapat dikatakan sebagai bentuk penyirnpangan 

terbadap hak asasi manusia, apabila ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Selain itu, 

dikotomi antara PPPK dan PNS pada dasamya akan berimplikasi juga pada jaminan pensiun 

danjaminan hari tua. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU ASN menentukan 

bahwa "Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: a. jaminan hari tua; b. jaminan 

kesebatan; c. jaminan kecelakaan kerja; d. Jaminan kematian; dan e; bantuan hukum". 

Secara mutatis mutandis, ketent~ tersebut berisi jenis hak yang diperoleh PPPK selama 

yang bersangkutan dalam masa peijanjian kerja. Sebaliknya, tidak terdapat ketentuan yang 

berisikan hak PPPK apabila PPPK terkena PHPK secara sepihak (Handini & Risdiarto, 2020: 

512). 

A. Konsep Tentang Pegawai Tidak Tetap 

Banyak istilah untuk jenis pekerja yang tidak tetap ini, diantaranya pegawai tidak 

tetap, pegawai kontrak, pekerja temporer dan lain-lain namun tetap merujuk pada hal yang 

sama. Hal ini sangat berkaitan agar kita memahami terlebih dahulu tentang konsep dan 

sejarah awal mula adanya istilah pegawai tidak tetap sebagai bahan perbandingan antara teori 

dan praktiknya. 
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Istilah pegawai tidak tetap atau temporary employee adalah pegawai atau pekeija 

yang direkrut pada pekerjaan yang berdasarkan suatu kontrak dan dibatasi oleh waktu tertentu 

(Heathfield, 2013 dalam Purwoko 2013: 14). 

Pendapat selanjutnya menurut Kirk dan Belcovics (2008, Dalam Sanungkalit, 

2013:44) pegawai tidak tetap di definisikan sebagai individu-individu yang secara langsung 

direkrut atau melalui agen tenaga keija dan kemudian dipekeijakan oleh organisasi untuk 

mengisi jabatan atau pekeijaan dengan jangka waktu tertentu atau terbatas. 

Selain itu Purwoko (2013: 14) mengemukakan bahwa temporary employee adalah 

pegawai yang dikontrak dengan jangka waktu tertentu dan tugas tertentu atau pegawai 

kontrak dengan jangka waktu tetap, pegawai yang berasal dari agen penyedia tenaga keija, 

tenaga keija lepas dan tenaga keija untuk pekeijaan musiman. Dari beberapa pengertian 

tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan temporary employee adalah 

seseorang yang bekeija di dalam rentang waktu tertentu dan memiliki batasan yang telah 

disepakati sebelumnya serta dapat direkrut langsWlg oleh organisasi atau melalui agen 

penyalur pekeija. 

Gesteby dan Wennerhag,2011 (dalam Purwoko,2013:15) menjelaskan beberapa 

alasan dan tujuan digunakannya temporary employee, yaitu : 

(I) Temporary employee dibutuh.kan pada saat terjadi peningkatan bisnis yang sifatnya 

sementara; 

(2) Dengan memperkerjakan temporary employee, organisasi jauh lebih fleksibel jika 

sewaktu-waktu hendak mengurangi ataupun menambah tenaga kerja; 

(3) Temporary employee dapat dipakai untuk mengisi dan menggantikan pegawai yang 

cuti sakit atau cuti panjang; 
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(4) Temporary employee direkrut untuk suatu proyek khusus yang berjangka waktu 

tertentu atau untuk kebutuhan akan tenaga keija dengan kemampuan khusus yang 

tidak terdapat di organisasi tersebut~ 

(5) Perekrutan dengan status temporary employee menguntungkan sebagai alat 

penyaringan pegawai baru yang lebih efisien. 

Di dalam sebuah studi menyebutkan bahwa temporary employee cenderung memiliki 

komitrnen yang rendah dalam bekeija. Gesteby dan Wennerhag, 2011 ( dalam 

Pwwoko,20 13: 16), mereka menyimpulkan temporary employee, yakni sebagai berikut : 

1) Temporary employee cenderung memiliki motivasi keija yang lebih rendah 

dibandingkan pegawai permanen~ 

2) Menggunakan temporary employee dapat beresiko mengikis human capital 

organisasi karena tidak merasa terikat pada organisasi; 

3) Terdapat kemungkinan teijadi konflik antara temporary employee dan pegawai 

permanen. 

Pegawai pemerintah dengan pengangkatan berdasarkan peijanjian keija diketahui 

bahwa tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri karena pegawai tersebut diangkat lUltuk 

jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas dan pekeijaannya. Rekrutmen terhadap 

PPPK merupakan salah satu bentuk antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

tingginya jumlah kebutuhan pegawai tetapi harus tetap memperhatikan keterbatasan dana 

yang disediakan oleh APBN/ APBD karena sistem penggajian PPPK diambil dari dana 

APBN/APBD. Menurut Prasojo (2015), tujuan dan rekrutrnen PPPK adalah untuk 

memperkuat basis profesionalisme dan kompetensi dalam penyelenggaraan birokrasi. Dengan 

kata lain PPPK pada ASN diharapkan dapat mendorong percepatan atau akselerasi dalam 

menciptakan profesionalisme dan peningkatan kompetensi PNS. 
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Persamaan antara PPPK sebagaimana penjelasan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang­

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer 

sebagaimana penjelasan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 

Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu 

keduanya diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk jangka waktu tertentu dan 

melaksanakan togas tertentu pada instansi pemerintah. 

Adanya perbedaan status kepegawaian inilah yang perlu diperhatikan oleh instansi­

instansi pemerintah bersangkutan karena PNS maupun PPPK masing-masing memiliki hak 

dan togas yang berbeda antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu perlu adanya 

perlindungan hukum terutama bagi PPPK karena dalam praktiknya masing sering terjadi 

pelanggaran terkait dengan pelaksanaan hak-haknya sebagai pegawai tidak tetap. 

B. Manajemen PPPK Meourut Undaog-Undang Nomor 5 Tahuo 2014 Teotang 

Aparatur Sipil Negara 

Sebehun mengenal PPPK, di Indonesia telah mengenal banyak istilah pegawai tidak 

tetap di birokrasi, misalnya outsourcing yang menangani permasalahan kebersihan dan 

keamanan lingkungan organisasi. Pegawai outsourcing ini tidak berhubungan langsung 

dengan pekerjaan inti organisasi namun sebagai pendukung kegiatan operasional. Selain itu, 

dikenal juga tenaga honorer atau pegawai tidak tetap (PTf) yang tugasnya membantu ASN 

dalam melaksanakan tugas. Perbedaan antara pegawai outsourcing dengan honorer atau PIT 

terletak pada tanggwtg jawabnya. Pegawai outsourcing tidak ditangani langsung birokrasi 

karena penyediaannya dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja, sedangkan tenaga 

1 honorer atau PTT ditangani langsung oleh birokrasi atau pemerintah dari mulai rekrutmen, 

1 
penggajian sampai pada pemberhentiannya. 
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Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 

93, PPPK diatur melalui manajemen PPPK yang di dalamnya memuat aturan tentang 

penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kineija, gaji dan tunjangan, pengembangan 

potensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan keija samapi pada 

perlindungan yang dapat diperoleh PPPK 

C. Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan PPPK 

Keberadaan PPPK tidak dipungkiri cukup membantu menyelesaikan pekeijaan ASN 

di lingkungan birokrasi namun hams diakui juga banyak menimbulkan permasalahan. 

Perekrutan seringkali diwarnai dengan motif politis dari pihak-pihak terteotu dan pengadaan 

juga seringkali dilakukan tanpa melalui seleksi yang ketat sehingga yang terpilih adalah 

orang-orang dengan kompetensi yang reodah. Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh 

instaosi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, 

kebutuhan instansi pemerintah dan persyaratan lain yang dibutuhkan jabatan (Pasal 97). 

Adanya analisis terhadap 'kebutuhan PPPK sangatlah dirasa penting agar nantinya 

PPPK yang direkrut mempunyai posisi dan tugas yang jelas. Selain hal tersebut diharapkan 

terbentuk keseimbangan antara kebutuhan peketjaan dengan jumlah PPPK. Penilaian yang 

dilakukan dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi pegawai ini menunjukkan 

bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah meogadopsi sistem merit dalam 

pengadaan PPPK. 

Tahapan dalam pengadaan calon PPPK sesuai Pasal 95 ayat (2) adalah sebagai 

. berikut: 

1) Tahapan perencanaan; 

2) Pengumuman lowongan; 

3) Pelamaran; 

4) Seleksi; 
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5) Pengumwnan basil seleksi; 

6) Pengangkatan menjadi PPPK. 

Setelah diangkat menjadi PPPK dan melaksanakan tugasnya, PPPK tidak serta merta 

dapat secara otomatis diangkat menjadi calon PNS karena untuk itu PPPK harus mengikuti 

semua proses seleksi calon PNS seperti pada umumnya seleksi diJakukan (Pasal 99). 

Diperlukan pula dilakukan upaya sosialisasi terkait berbagai aturan yang barn yang mengatur 

mengenai PPPK agar perubahan aturan yang ada dapat dipahami dan di maklwni oleh semua 

pihak. 

D. Penggajian Dan Tunjangan 

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur bahwa gaji yang diberikan 

pada PPPK diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan 

(Pasal 101 ayat 2) dan dibebankan pada APBN untuk PPPK di instansi pusat sedangkan 

untuk instansi di daerah dibebankan pada APBD (Pasal 101 ayat 3 ). Selain gaji, PPPK juga 

berhak atas tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 101 

ayat 4) 

Hal tersebut diatas dapat terlihat bahwa sistem pembayaran yang dilakukan pada 

PPPK telah diupayakan untuk menggunakan sistem merit dimana pembayaran didasarkan 

pada beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan. Namun terdapat perbedaan 

antara PNS dan PPPK terkait jarninan pensiun dan jaminan hari tua. Tunjangan-tunjangan 

yang diterima PPPK diintegrasikan dengan sistem jaminan sosiaJ nasionaJ (Pasal 106 

ayat1 ,2). 

Hal ini tentu menimbulkan kesenjangan antara PNS dan PPPK dimana PNS merasa 

1 berada di kelas yang lebih baik. Hal ini yang kemudian harus menjadi fokus pemerintah 

dalam mengelola PPPK untuk memastikan bahwa posisi PPPK di instansi pemerintah tetap 

mendapatkan rninat dari masyarakat, tentu dengan gambaran rentang waktu bekerja yang 
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tidak tetap. Selain itu, potensi konflik yang berawal dari kecemburuan akan selalu ada dalam 

konteks hubungan antara PNS dan PPPK. Diperlukan mek.anisme terbaik dalam pemberian 

tunjangan kepada PNS dan PPPK agar tercipta rasa keadilan di dalam ASN yang tentu juga 

mempertimbangkan kemampuan organisasi. 

E. Penilaian Kinerja dan Pengembangan Kompetensi 

Di dalam mengefektifkan kinetja PPPK, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

mengakomodasi aturan tentang adanya penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi bagi 

PPPK. Hal ini bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang telah disepakati 

berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang 

bersangkutan (Pasal 1 00 ayat 1 ). Dengan demikian,penilaian kinerja yang diamanatkan oleh 

Undang-Undang didasarkan pada penilaian dari semua arab, yaitu atasan, setingkat dan 

bawahan. Hal tersebut baik untuk menjaga objektivitas penilaian kinerja, harapannya 

penilaian kinerja dapat menggambarkan kondisi sebenarnya sehingga hasil penilaian kinerja 

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Untuk PPPK yang telah dinilai namun tidak mencapai target kinerja yang telah 

disepakati di dalam perjanjian kerja maka akan diberhentikan dari PPPK (Pasal 100 ayat 9). 

Hal tersebut adalah sebuah langkah yang tegas guna memastikan bahwa PPPK yang bekerja 

dapat selalu menjaga profesionalitasnya. Harapan lain, image negatif yang melekat pada 

pegawai tetap bahwa mereka memiliki kinerja yang rendah dapat sedikit demi sedikit 

terkikis. Dengan adanya aturan yang tegas maka perlu komitmen dalam pelaksanaannya. Hal 

ini tentu menjadi tantangan bagi pihak-pihak pemangku kepentingan untuk dapat mengawasi 

pelaksanaannya. 

Sesuai Pasal 102 bahwa PPPK diberikan kesernpatan untuk mengembangkan 

kompetensi yang dilakukan melalui perencanaan oleh setiap instansi pemerintah setiap 
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tahunnya. Pengembangan potensi bagi PPPK memberikan angm segar yang berarti 

pemerintah juga peduli atas kompetensi PPPK. Namun pengembangan kompetensi yang 

dilakukan oleh PPPK ini tidak akan berpengaruh terhadap pengembangan karier PPPK 

karena memang tidak ada pola karier yang dapat ditempuh oleh PPPK. Pengembangan 

kompetensi PPPK ini hanya digunakan untuk meningkatkan kemampuan PPPK terkait 

profesionalisme mereka dalam beketja. 

Selain itu, pengembangan kompetensi bagi PNS mungkin dapat dijadikan sebagai 

investasi di bidang SDM yang nantinya PNS tersebut dapat memberikan feed back bagi 

organisasi atau instansi, mengingat PNS tersebut tidak akan pergi atau berhenti. Sedangkan 

bagi PPPK, hasil dari pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian dari pengembangan 

kompetensi PPPK akan terbawa oleh PPPK ke tempat lain. 

F. Pemutusan Hubungan Kerja 

PPPK diangkat dan ditetapkan oleh keputusan pejabat Pembina Kepegawaian yang 

masa kerjanya telah diatur paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai 

dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinetja (PasaJ 98). Jadi PPPK dapat 

diberhentikan ketika telah berakhir masa petjanjian ketjanya dan jika berdasarkan hasil 

penilaian kinerja PPPK tersebut menunjukkan hasil yang kurang baik. 

Di daJam ketentuan Pasal98 disebutkan batas minimal petjanjian ketja adalah 1 (satu) 

tahun dan dapat diperpanjang, namun tidak ada batas maksimal waktu perjanjian kerja. Hal 

ini akan menimbulkan kekhawatiran terkait kejelasan masa ketja. Yang kemudian sangatlah 

penting dalam memberikan ketegasan tentang batas maksimal kontrak kerja seorang PPPK. 

Jika batas maksimal waktu kontrak ketja tidak ditetapkan secara tegas, dikhawatirkan akan 

timbul potensi politisasi pada perpanjangan kontrak kerja PPPK oleh oknum yang tidak 
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bertanggung jawab. Maka dari itu, potensi penyelewengan tersebut harus diatasi dengan 

penetapan batas maksimal kontrak kerja PPPK. 

Selain itu, pada Pasal 105 A ayat 1 dijelaskan bahwa pemutusan kerja PPPK juga 

dapat terjadi karena dilakukannya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang 

mengakibatkan pengurangan PPPK. Kerentanan status PPPK ini tentu menjadikan PPPK 

bukanlah sebuah posisi yang menarik bagi masyarakat yang sedikit banyakjuga berpengaruh 

pada motivasi PPPK dalam bekerja. 

G. Hubungan Hokum PPPK 

Status hukum PNS dan PPPK sangat berbeda, PNS adalah seseorang yang memiliki 

kekuatan hukwn untuk mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. 

Sedangkan PPPK merupakan pegawai pemerintah yang memiliki keahlian khusus dan 

bertugas sebagai pelaksana. Menurut Ridwan (2013:60) bahwa PNS memiliki hubungan 

dinas publik dan mensyaratkan adanya mono loyalitas. PPPK memiliki hubungan hukum 

yang bersifat keperdataan atau hubtingan hukum yang bersifat kontraktual. Dengan demikian 

yang membedakan antara PNS dan PPPK adalah hubungan hukumnya. Dengan adanya suatu 

perbedaan dalam hubungan hukum tersebut maka tentu aturan yang berlaku bagi PNS tidak 

berlaku untuk PPPK. 

Sehubungan dengan hubungan hukum PPPK yang sebatas hubungan secara perdata 

maka memang diperlukan kejelasan dari sisi aturan dan kesepakatan dari sejak pelaksanaan 

rekrutrnen sampai bagaimana hubungan kerja berakhir. Selain itu, perlu ditetapkan secara 

jelas dari awal mengenai jenis pekeijaan dan hak serta kewajibannya selama menjadi PPPK. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dimungkinkan bagi PNS yang sudah 

pensiun untuk pindah menjadi PPPK dengan syarat tertentu yakni memiliki kompetensi yang 

dibutuhkan dan tidak melampaui batas usia maksimal. Menurut Prasojo (2014), bahwa orang 
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yang sudah diatas 60 ( enam puluh) tahllll atau sudah masa pensillll bisa ke PPPK karena 

kemampuannya. Adanya aturan seperti ini menimbulkan kekhawatiran tentang terhambatnya 

regenerasi pada suatu organisasi karena yang bekerja di tempat tersebut hanya orang-orang 

yang sama. Sehingga apabila kita lihat dari aspek keadilan, ruang bagi masyarakat untuk 

menjadi PPPK akan berkurang karena terisi oleh PNS yang pindah menjadi PPPK. 
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4.1. Kesimpulan 

BABN 

PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan membagikan kuisioner pada 

responden di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alur pengangkatan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

adaJah sebagai berikut: 

1. T aha pan perencanaan; 

2. Pengumwnan lowongan; 

3. Pelamaran; 

4. Seleksi; 

5. Pengwnwnan basil seleksi; 

6. Pengangkatan menjadi PPPK. 

Terlepas dari adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang 

menentukan tentang alur pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, para 

responden yang telah menjaw11b kuisioner menyatakan babwa sebagian besar dari PNS 

maupun PPPK tidak mengetahui adanya ketentuan tersebut. Oleh karena itu, implikasinya 

terhadap para PNS maupun PPPK adalah tidak adanya perlindungan hukum bagi hak-hak 

yang seharusnya mereka dapatkan. 

4.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ketentuan tentang manajemen PNS maupun PPPK harus dilaksanakan secara 

menyeluruh dan sesuai dengan konsep Sistem Merit yang telah diadopsi dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. 

2. Fokus kebijakan pada bidang kepegawaian seharusnya bergeser dari efisiensi 

ekonomi menjadi pemberdayaan swnber daya manusia dalam birokrasi sehingga 

dapat memberdayakan masyarakat dan memberdayakan demokrasi . 
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BABV 

BIA Y A DAN JADW AL PENELITIAN 

I. An 
No Jenis Pengeluaran 

1 Honor Non Pendamping Peneliti 

2 Bahan habis pakai dan peralatan (30-40%) 

-Konsumsi pertemuan diskusi kelompok peneliti 

-Buku-buku tentang Hukum Kepegawaian 

3 Perjalanan Surabaya, Gresik dan Sidoa.Ijo 

(15-25%) 
4 Lain-lain 

-ATK 

-Jurnal basil Penelitian 

-Jilid Laporan 

Jumlab 

2. Jadwal 

[So Nama Kegiatan . 
4 5 

I Persia pan XXX 

!1 Pedalaman Pustaka lXXX 

l Persiapan, materi kuisioner 

l Proses kuisioner 

I 5I Tabulasi data kuisioner 

40 

'-

6 

XXX 

Biaya yang di Usulkan (Rp) 

2.000.000 

4.050.000 

6.700.000 

2.250.000 

15.000.000 

Bulan 

7 8 9 10 II 12 I 

x.xx 

XXX ~XX 

XX . XXX XXX fXXX 

pcxx 

2 3 

XXX 

:c ·x ~XX 



3. ldentitas Pengusul 

Nama, Peran Perguruan Program Bidang 

I 
ID Sinta H-lndex 

Tinggil Study/Bagian Tugas 

Institusi 

J.M atik Universitas IlmuHukum 0 

Krustiyati Surabaya 

Ketua 

Pengusul 

Nabbilah Amir Universitas IlmuHukum Pengambilan 0 

Surabaya dan 

Anggota Pemrosesan 

Pengusul data, FGD 

dan Analisis 

Annastasia Universitas Ilmu Hukum Pengambilan 0 

Ockta Surabaya dan 

Anggraeni Pemprosesan 

Anggota . Data 
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LAMP IRAN 

L J 'fi~'A ampran 1. usti 1 I Dt!28f80 

Honor Non Tim PeneliU 

Honor Honor/Jam Waktu Minggu Nilai Honor 
(Jam/Min~gu) 

Honor Asisten Rp. 50.000 lOJam 4 (empat) 2.000.000. 
Peneliti 

SUBTOTAL 2.000.000. 

Peralatan Habis Pakai 

Harga 
Biaya 

Item Perala tan 
Pengeluaran 

Justifikasi Kuantitas Satuan 
Penunjang 

(Rp) (Ro) 
Buku-buku Buku 20 150.000 3.000.000 
Konsumsi Kue 10 10.000 300.000 
Diskusi 
Konsumsi 

Makan 10 25.000 750.000 
Diskusi 
SUBTOTAL 4.050.000 
J.Per.ialanan Surabaya, Gresik dan Sidoario 

Item Harga Biaya 
Justifikasi Kuantitas Perjalanan 

Pengeluaran Satuan (Rp) (Ro) 
Dalam 

Mobil 5x 250.000/hari 1.250.000 
Surabaya 
Surabaya- Mobil . 

5x 250.000/hari 1.250.000 
Gresik 

Surabaya-
Mobil 5x 250.000/hari 1.250.000 

Sidoario 
BahanBakar Mobil 15x 100. 000/hari 1.500.000 

Min yak 
SUBTOTAL 5.250.000 
4.Lain-lain (ATK. Jumal dan Jilid Laooran) 

Harga 
Biaya 

Item Perala tan 
Pengeluaran Justifikasi Kuantitas Satuan Penunjang 

(Rp) (Rp) 
HVS kertas 5 40.000 200.000 
Souvenir Bolpen 100 5.000 500.000 
ATK Bolpen, ripe- 200 5.000 1.000.000 

X dll. 
Jurnal Arena 2 1.000.000 2.000.000 

Hukumdan 
Mimbar 
Hukum 

Jilid Laporan Laporan 2 0 0 
Hasil 
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Penelitian 
dan Laporan 
Keuangan 

SUBTOTAL 3.700.000 
TOTAL_@_pl 15.000.000 
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L amp1ran 2 s : usunan d p an eran liD 

Program Bidang Alokasi Waktu 
No Nama Studi/ Ilmu (Jam!Minggu) 

Uraian Togas 
Laboratorium 

1 Dr. J. M. Fakultas Hukum IOJam!Minggu Mendesign, 
Atik Hukum/Ilmu mengeijakan 
Krustiyat, Hukum proses 
S.H.,M.S pengujian 

hipotesis, serta 
penulisan 
manuscript, dan 
mempersiapkan 
publikasi. 

2 Nabbilah Fakultas Hukum 10 Jam!Minggu Menguji model, 
Amir, Hukum/Ilmu membantu 
S.H., M.H Hukum dalam proses 

pembuatan 
laporan dan 
publikasi, 
review 
manuscript, 
menyusun 
strategi 
pencapaian 
target luaran 
publikasi. 

3 Annastasia Fakultas Hukum 10 Jam!Minggu Membantu 
Ockta Hukum/Ilmu proses 
Anggraeni Hukum pembuatan 

laporan dan 
publikasi, 
review 
manuscript 
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Lampiran 3 : Biodata Ketua Peneliti 

I IDENTIT AS DIRI 
1.1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. J.M.Atik Krustiyati S.H., MS 
1.2 Jabatan Fungsional Lektor Kepala 
1.3 NPKINIDN 191001 
1.4 NomorHP 08165423825 
1.5 AJamat Kantor Universitas Surabaya 

Jl.Kalirungkut, Surabaya 
1.6 Nomor Telpon/Faks 031 298 1120 
1.7 Alamat e-mail krustiy_ati{mstaffubay_a.ac.id 
1.8 Mata Kuliah yang diampuh 1. Pengantar llmu Hukum 

2.Hukum Intemasional 
3.Transaksi Bisnis lntemasional 
4.Hukum Kepegawaian 
5.Penalaran Hukum 

II RIW A Y AT PENDIDIKAN 
Program S-1 S-2 S-3 

Fak Hukum Unair Pasca Satjana Program Doktor 
Unair Untag Surabaya 

III PENGALAMAN PENELITIAN (dalam 5 Talmn Terakhir) 

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan . Sumber Jml (Juta Rp) 

1. 2018 Religiusitas dan LPPMUbaya Rp. 
Kewarganegaraan: Dampak 15.000.000 
Moderasi Perilaku 
Materialisme 

IV PENGALAMAN PENGABOIAN KEPADA MASY ARAKA T 
(dalam 5 Tahun Terakhir) 

No Tahun 
Judul Pengabdian kepada Pendanaan 

masyarakat Sumber Jml (Juta Rp) 

Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor 
Law Social Political and 
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Cultural Approach of The makalah 
Refugee Management Within pembicara 
the frameworlc of Asean seminar d.i 
Community Unika 

Atmajaya 
Jakarta 

2. 2019 Konsekuensi Indonesia Vol2, 37-34 Media 
sebagai Anggota Tidak Tetap Aspirasi 
Dewan Keamanan PBB Konstitusi 
Periode 2019-2020 Dalam (MPR) 
Perspektif Hukum Nasional 

3. 2019 Authority and Power of the Vol1 International 
Law Relating to Cyber Deed Journal of 
Notary in Indonesia Era Engineering 
Industrial Revolution 4.0 and Advance 

Technology 
(IJEAT) 

4. 2020 Observing European Union Vol 11, 905 J. Advanced 
Rejection of Indonesia' s Crude Research in 
Palm Oil Exports From the Law and 
Most Favored Nation Economics 
Quantitative Restriction 
Principles 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila d.i kemud.ian hari temyata d.ijumpai ketidak­
sesuaian dengan kenyataan, saya ~ggup menerima risikonya. 

Surabaya, 10 Maret 2021 

Dr. .M.Atik Krustiyati,S.H., MS 
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Lampirao 4 : Biodata Anggota Peneliti 
Identitas Diri 
1.1 Nama Lengkap (den~ gelar) Nabbilah Amir S.H .• M.H 
1.2 Jabatan Fungsional Lektor 200 
1.3 NPK/NIDN 2I5014/0724059001 
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3. Huku.m Kesehatan 
4. Peradilan Tata Usaha Negara 
5. Pancasila dan Kewarganegaraan 

II RIW A YA T PENDIDIKAN 
Program S-1 S-2 
IlmuHukum Universitas T adulako 
IlmuHukum Universitas Airlangga 

III PENGALAMAN PENELITIAN (dalam 5 Tahun Terakhir) 

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jml (Juta Rp) 
1 2017 Analisis Pengembangan Ruag LPPMUbaya 10.000.000 
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Hijau (Promosi Kesejahteraan 
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No Tahun 
Judul Pengabdian kepada Pendanaan 

masyarakat Sumber Jml (Juta Rp) 
1 2019 Penerapan Ruang Terbuka LPPMUBAYA 15.000.000 

Hijau Ramah Anak di 
Kecamatan Kebomas, 
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Volume/Nomor Nama Jurnal 
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Ruang Tedladap Ahb Fmgsi Laban 
DaJam Rangka PtmOOngunan 
Na.ciooal 

2 2019 Legal Protection of Patient Vo.5/No.(2) Soepra Jurnal 
Data Confidentiality Hukum 
Electronic Medical Records Kesehatan 
(Perlindungan Hukum (SINTA 4) 
Kerahasiaan Data Pasien 
dalam Rekam Medik 
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3 2020 Revisi Peruntukan Status Vol.5/No.2 Panorama 
Teluk Benoa Bali Hukum 
(Pasca Penerbitan Peraturan (SINTA 4) 
Presiden Nomor 51 Tahun 
2014 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 45 
Tahun 2011) 

4 2021 Perbuatan Perawat yang Vol.l5/No.l Kerta 

Melakukan Kesalahan Wicaksana 

dalam Tindakan Medis (SINTA 3) 

Semua data yang saya isikan dan tercantwn dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari temyata dijumpai ketidak­
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup inenerima risikonya. 

Surabaya, I 0 Maret 2021 . 

Nabbilah Amir,S.H., M.H 
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Lampiran S: Surat Pemyataan Ketua Peneliti 

UNIVERSITAS SURABAYA 
FAKULTAS HUKUM 

TERAKReDITASI •A" UNTUK PROGRAM SARJANA STRATA 1 (S-1) 1\.MU HUKUM 
BERDASAR.KAN KEPUlUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

: 1141/BAN-PT/Ak-SURVISIVII/2016 
I11km RllJIQ Klllirungkld, SuriliHiyG - 60293 Iii (031) 2981120, 1981122 FIIX. (031) 2981111 
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SURA T PERNY AT AAN KETUA PENELITI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S. 
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Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: 

"Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ketja dan lmplikasinya di Jawa 

Timur" 
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Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka 
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Dekan Yang menyatakan, 
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Nama Responden 
Umur Responden 
Jabatan 

:Anita 
: 39Tahun 
: Pengolah Data 

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PTT-PK 

1. Untuk Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja 

a. Sejak kapan anda menjadi PTT-PK? 
Sejak Tahun 2009 

b. Oiinstansi mana and a bekerja 7 
Di UPT PPD Surabaya Utara 

c. Apa yang menjadi job desc saudara? 

Menjalankan operasi data melalui aplikasi komputer pelaksanaan tugas 
perkantoran, pemungutan Pendapatan Asli Oaerah dan aplikasi lainnya 
Melakukan pencetakan laporan-laporan yang terkait dengan proses 
komputerisasi serta meneliti hasil print out laporan vanq telah dicetak 
Melakukan pemeliharaan perangkat komputer dan pendukunqnva 
Membantu pelaksanaan ketertiban administrasi keuangan dan perlengkapan 
Membantu pelaksanaan ketertiban administrasi Kepeqawaian 
Melakukan Penagihan Perpajakan 
Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 

d. Apakah saat anda di angkat menjadi PTT-PK anda telah diberitau terkait dengan hak 
dan kewajiban anda? 

Ya, pada saat tandatangan kontrak 

e. Menurut anda apa yang membedakan PTT-PK dengan Tenaga Honorer? 
Tidak ada yang membedakan 

f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PTT-PK telah dilakukan 
penilaian atas kinerja saudara7 

Ya 

g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara 7 
1 (satu) tahun kalender 

h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PTT-PK? 
Ya 



Nama 

Usia 

Jabatan 

: Nicha Asdewi 

:33 tahun 

: Pengolah Data 

1. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

a . Sejak kapan anda menjadi PlTPK? 

Jawab : sejak tahun 2014 

b. Diinstansi mana anda bekerja? 

Jawab : Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara 

c. Apa yang menjadi job desc saudara? 

Jawab : 

- Menjalankan operasi data melalui aplikasi komputer pelaksanaan tugas 

perkantoran, pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan aplikasi lainnya; 

- Melakukan pencetakan laporan-laporan yang te rkait dengan proses 

komputerisasi serta meneliti hasil print out laporan yang telah dicetak; 

- Melakukan pemeliharaan perangkat komputer dan pendukungnya; 

- Membantu pelaksanaan ketertiban administrasi keuangan dan perlengkapan; 

- Membantu pelaksanaan ketertiban administrasi Kepegawaian; 

- Melakukan penagihan perpajakan; 

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsungnya. 

d. Apakah saat anda di angkat menjadi PlTPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? • 

Jawab : Ya, pada sa at tanda tangan kontrak 

~. -M~ntJrut anda apa yang membedakan ·PTTPK dengan Tenaga Honore r? 

Jawab : Tidak ada 

f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PlTPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? 

Jawab : Ya, penilaian dilakukan akh ir tahun oleh atasan Jangsung 

g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? 

Jawab : 1 tahun 

h . Apakah saudara te\ah menga\ami perpanjangan kontrak kerja PTIPK? 

Jawab : sudah 



Nama Responden 
Umur Responden 
Jabatan 

: Margaretha Sari P, S.H., M.Si. 
: 53Tahun 
: Kasi Pendataan dan Penetapan 

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PTT-PK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PTT-PK? 

Tahun 2007 

b. Berapa jumlah PTT-PK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
19 (sembilan belas) orang 

c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PTT-PK dilingkungan kerja saudara? 
50; 50 

d. Seberapa penting keberadaan PTT-PK di lingkungan kerja saudara? 
Sangat Penting 

e. Sejauh mana peran PTT-PK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja 
saudara? 

Sangat menunjang 

f. Apakah Job desc antara PTT-PK dan PNS sama? 
Sam a 

g. Apakah PTT-PK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
Tidak dapat 

h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PTT-PK di lingkungan kerja saudara? 
1 (satu) tahun kalender 

i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PTT-PK di lingkungan kerja saudara? 
Langsung dinilai oleh Atasan Langsung 

j . Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PTT-PK dilingkungan kerja saudara? 
Dilakukan evaluasi kinerja pada setiap akhir tahun 

k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PTT-PK dilingkungan kerja 
saudara? 

Peringatan secara Teguran Lisan 
Peringatan secara Teguran Tertulis 
Pemberhentian kerja 

I. Apabila dalam pemberhentian PTT-PK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan 
kerja saudara, PTT-PK mendapatkan pesangon? 

Tidak 

m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PTT-PK dengan honorer? 
Tidak ada 



Nama Responden :Or. RITA KARTINA, S.H., M.H., M.AP. 
Usia Respond en : 40 tahun 
Jabatan : Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan 

Daft:ar Pertanyaan Wawancara Penelitian PITPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PTTPK? 

Jawab : sejak tahun 2007 
b. Berapa jumlah PTTPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 

Jawab : 19 pegawai 

c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PTTPK dilingkungan kerja saudara? 
Jawab : SO : SO 

d. Seberapa penting keberadaan PTTPK di lingkungan kerja saudara? 
Jawab : sangat penting 

e. Sejauh mana peran PTTPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
Jawab : sangat menunjang 

f . Apakah Job desc antara PTTPK dan PNS sama? 
Jawab : sama dan sating menunjang 

g. Apakah PTTPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
Jawab : tidak bisa 

h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PTTPK di lingkungan kerja saudara? 
Jawab : 1 tahun 

i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PTTPK di lingkungan kerja saudara? 
Jawab : penilaian kinerja masing-masing PTTPK dinilai oleh atasan langsung dengan 
minimal penilaian baik 

j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PTTPK dilingkungan kerja saudara? 
Jawab : perpanjangan kontrak dilakukan dengan evaluasi/ penilaian kinerja 
menjelang berakhirnya masa kontrak dan dijadikan sebagai pertimbangan kontrak 
tahun berikutnya. 

k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PTTPK dilingkungan kerja 
saudara? 
Jawab : sanksi atas pelanggaran diberikan secara bertingkat yaitu teguran lisan, 
teguran tertulis dan pemberhentian kerja. Sanksi pemberhentian tanpa peringatan 
terlebih dahulu apabila melakukan pelanggaran seperti : 

Melakukan pencurian/ penggelapan/ penyalahgunaan barang/ uang milik 
daerah; 
Tidak masuk kerja selama S (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan atau 28 (dua 
puluh delapan) hari secara akumulasi selama setahun tanpa keterangan sah; 
Mabuk, narkoba dan zat adiktif lainnya; 
Melakukan tindakan asusila; 
Perjudian 
dll 

I. Apabila dalam pemberhentian PTTPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 
saudara, PTTPK mendapatkan pesangon? 
Jawab : tidak ada 

m. Oalam prosesnya, apa yang membedakan PTTPK dengan honorer? 
Jawab : tidak ada yang membedakan 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(). ; 

~ . 
c. 

~ -

a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? 
b. Diinstansi mana anda bekerja? 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? 
d. Apakah saat anda di pngkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban and a? 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? 

~\~, J.~~ 0-1,fl'l ~~ ~~1\L-

\J?q~V\ ql9 [Yv'(}(V 

\;!\....., j#J' ~ffV-

t . ~ (~' J)yk'" 

t . \>\\.,.1\ \V'" 

~~ ~~ 

VI. 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j . Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? ..20~ 

b. Diinstansi mana anda bekerja? ~~ 'fNv . .JA'tl~ ,., _ .JU •• L 
c. Apa yang menjadi job.desc saudara? ~(1AU'MAI\ A~ ~ 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? ~~ 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~i , !~ 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? ~ ~ 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? 1 \l1 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j . Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? ~19 
b. Diinstansi mana anda bekerja? r;Ap,f:llp, p(U)v .JAT/1'1 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? /)fTllf;,$ ~ f-A~~N 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? 'jJ 
e. Menu rut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? S7;~-r-tl$ t:-f-14)1 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? t1(J ~/C-
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? ~J(/ r4/ll/ll 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitfan PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dillngkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontra k PPPK di lingkungan kerja saudara '? 
i. Bagaimana mekanlsme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j . Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

rtanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawal Pemerlntah dengan Perjanjlan Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? cilllltt . 
b. Diinstansi mana anda bekerja? . 9~€MOA fpo\J Jfll'U\ti 
c. Apa yang menjadi job desc ~audara? P£~E"ff\.UO l 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban and a? ?UOA to\ 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~""n3\V\ ~~ 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? ~\10"'\-\ 

g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? S ~Vt 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? ~\U"-' 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelltlan PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawal Pemerintah dengan Perjanjlan Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? J.0-2. 0 
b. Diinstansi mana and a bekerja? ~~~J 0\ frOJ j tt-hM· 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? 'KtC\~"'-1/\....D\.V\ 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? \'("'-.· ~ 
e. Menu rut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~~t'M ~ \( 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? ''iJ '-"' \ , 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? S ~\tu.v\ · L_ 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? ~ \,\J~' 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc an tara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
' a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? 2.0 t (- ' . 

b. Diinstansi mana and a bekerja? {5t\y V.f\A.I\ ~\0 V ~ 'Jt:{·b \IV) 

c. Apa yang menjadi job desc saudara? 9c~..Lf ~W\ctV\CtV\ · 
d. Apakah saat anda di an~kat meRjad\ PPPK a.n'tfu telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? ~\A ~\t\u ' , 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? fPP\: le~~~ Va\\~ 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? SvM'-" ~V\V\ · < 

g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? l t1 ~\Au_V\ 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? t "-(a.. • 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? 'J-0 I 0 
b. Diinstansi mana anda bekerja? f?p.,y'<t-->\JA 

1
/' ~ 

c. Apa yang menjadi job desc saudara? J\.\9.1\~acp. r-eoll\()~""'o."' <1\A~\ 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? 3tL-trY\ 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~ocl\ 1a. 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? ~\..{~ 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? \ --tz,~ 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? ~ .l..L., 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan and a menjadi PPPK? ,_,0 \ S 
b. Diinstansi mana anda bekerja? '-''f~ frbd .jAhO'\ 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? ~\v ~~uw ~ f~MO · 
d. Apakah saat anda di ang~at menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? <;v~ fev~-\VVV' &.t~ ~~ t<.wJ_i-
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~.(, &ji J.~~ · 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? ~~ 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak l<erja saudara? 1 \~ 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? ~~ 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? ~ 
b. Diinstansi mana anda bekerja? 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? ~,f{ 
d. Apakah saat anda di ang~~ r:nenjadi PP K anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? c.ny~ ~ ~U -
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? tJ1JI'fMJJ 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? ~~ ~U 0 L._ 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? 1 I VI fYl/Vl 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? YO! 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelltlan PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h . Be ra pa lama t e nggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja s audara? 

i. Bagaimana mekanisme penilaian klnerja PPPK dllingkungan kerja saudara? 
j . Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

ertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? ¥, 'TAhvl1 ~:Z.I 
b. Diinstansi mana anda bekerja? {)~ ~W'I · 

c. Apa yang menjadi job desc saudara? ~ ~ 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? lMA 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~~ 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? ~ 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? ~ • 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? ~~-



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelltlan PPPK 
I 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak ~apan dillngkungan kerja s.audara menerlma PPPK? 
b. Berapa jumlah PPP·K yang ada dlllngkungan kerja saudara? 
c. Berapa raslo keberadaan PNS dan PPPK dJIIngkungan kerja saudara? 
d. Seberapa pentlng keberadaan ~PPK dilingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana per an PPPK dapat menunjang .klnerja PNS dlllngkungan 1<erja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagalmana PNS? 
h . Berapa lama tenggang waktu ·kontrak PPPK dllingkungan kerja saudara? 
I. Bagalmana mekanlsme penlfalan klnerja PPPK dllingkungan kerja saudara? 
j . Bagaimana mekanls perpanjangan kontrak kerja PPPK dlllngkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apablla dalam pemberhentlan PPP~ ·yang ·dllaku.l<an oleh Pejabat dllingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Oalam prosesnya, apa yang_ t:nembedakan PPPK dengan honorer? 

anya~n diatas maslh dapat dlkembangkan menglkutl jawaban darl narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerlntah dengan PerJ.-njlan Ke~ I . 

a. Sejak kapan anda menjadl PPPK? ~c. T8n<M ~1'2.. • 

b. Dlinstansi mana anda bekerja? . B tftnol- t. ... _. ·-· _ .. L~.M Nr . 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? M~~ ~,._ f.Q"", 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah dlberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? I '/a }...,tJ., 
e. Menu rut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~a.";tu ¢CK1. • 
f. Apakah anda mengetahul bahwa saat anda dlangkat menjadi PPPK telah dllakukan 

penlfaian atas klnerja sauda~a.? l ~a 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? ~ 4-fV T ~'1 · 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? l~ q..,. 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelltlan PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menetima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dillngkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS. dan PPPK dlllngkungan kerja saudara? 
d. Seberapa pentlng keberadaan PPPK di llngkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK·dapat menunjang klnerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat mendudukl jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK dllingkungan kerja saudara7 
i. Bagalmana mekanisme penilaian kinerja PPPK dillngkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanls perpanj;;mgan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dillngkungan kerja saudar!J? 
I. Apablla dalam pemberhEmtian PPPK yang dllakukan oleh Pejabat dillngkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

anyaan diatas masih dapat dlkembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) · 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjfan Kerja 

a~ S~jak kap.an ~nda menjadl PPPK? r-r.~ T~ ~01~~ -·-
1 

b. Dlinstansa ma~a anda bekerja? Ot~ Ne. P~"" r ~ · 
c. Apa yang menjadl job desc 5audara? ~ f f · 
d. Apakah sa at and a di angkat menjadi PPPK anda· telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? \ "j,._ · 
e. Menu rut anda apa ya~g membedakan PPP~ dengan Tenaga Honorer? ~ec..h. ~ · · 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penllaian atas kinerja·saudara? l~ 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak .kerja saudara? 
h. Apakah saudara telah mengalaml perpanjangan kontrak kerja PPPK? 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f . Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? c90l~ 

b. Diinstansi mana and a bekerja? eftft.NDA 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? M&MBANtV ~P'lt-J A~t?AN 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban and a? tyA-
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? PfP'=- q;ern[Jt:; f"alOI fa 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? IYft , r'!(;f'V{~(;'j 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? It~ 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? t:JI+ 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 

f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? d-Off 
b. Diinstansi mana and a bekerja? P-:A~ 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? Pf:/'C-!VJfr"'!ll/j}rt'tJ.( UMun 
d. Apakah saat anda di angka.t menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban and a? I yA- . 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~f>P/::.. ~ f'rollt?'l 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan fd?bt-·1:.. . 

penilaian atas kinerja saudara? IYA- ; Mt;;f.JQE;fAHUI 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? 1 TA-1-lvfJ 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? rJ4, 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelltlan PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc an tara PPPK dan PNS sam a 7 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j . Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

[Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan and a menjadi PPPK? (ahU'1 9010 · 

1 
b. Diinstansi mana and a bekerja? St41),4N ~~ JAWA- 1' Mutt.... 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? PMJ~ ~'T"JJf... · 
d. Apakah saat anda di angkat mehjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban and a? \YA 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~~ ~ ~ i: ·, 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? \YA 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? I T~ · 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? IYA . 

·~ . 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelltlan PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

~Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 
I 

1 2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? TAHVH ~011 
b. Diinstansi mana anda bekerja? 1/t~NO~ J-41"1M · 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? ps~A6A ~10JL 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? \.~A 
e. Me~urut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~ ~Jaj~ 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? l ~A 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? ~ • 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? L~4 • 



l 

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelltlan PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dllingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 

i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j . Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

I (Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 
l 

2. Untuk Pegawal Pemerintah dengan Perjanjlan Kerja 

a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? T~ r{3 r]. {) t., '(1 v Jatt"-1 
b. Diinstansi mana anda bekerja? . ~ r-apa,i&1 Oeta t'r,'V 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? ~~ dM ~t:ttrfi ~ ~~ 
d. Apakah saat anda di angkat mepjadr PPPK and a telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? t~ Ot'Urtl'~kv · 
e. Menu rut and a apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? M~ ~+rol: · 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadl PPPK telah dilakukan 

penilaian at as kinerja saudara? L ~a 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? Stj6t "\4KVt-.t ).O 11 1/ .hfttv"'. 

b. Diinstansi mana and a bekerja? ~JlO.M.\ v~t4.0Aptt 7/tN (/AE ~ ptw U 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? S~~tA-\ ~\11'\PN~ ~'-t:tVrl-. 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dehgan hak 

·dan kewajiban and a? tyA 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? "VlASA ~e..-jA-
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? i'/11 ~~l-t6E-T4-Kv; 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? .S~TV iA-HVN 

h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? \YA . 



Daftar Pertanvaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dil ingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j . Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? ~JAt'- \AHUN ,:>01' · 
b. Diinstansi mana anda bekerja? $-4~._. ~~i~J-4. 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? ~t.t)4(;'A. ~to~ 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban and a? IYA 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~~ ~~A · 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian at as kinerja saudara? I~ · 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? SltTV iAHUN 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? (~ • 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

a. Sejak kapan and a menjadi PPPK? APP. ~\., t~ ~OJ-o CYT\, ~'..£.) 
b. Diinstansi mana anda bekerja? \?;P~ercla t(t2W JO\Irn 
c. Apa yang menjadi job desc saudara?O~e%~oP. OPTA-
d. Apakah saat anda di angkat .menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? <;VU:l\i) P~V. ~~o.n \J.,onH'-a\L 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? \\Ono~~ -\o'O~ lt.en-\~~: · 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara ?t;oOOt~ 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? \ ~\-Q(I l VI\ -Q!i-) 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK?SoOQ~ 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j . Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? ~ ~g ( ~1\-: ~) 
b. Diinstansi mana anda bekerja? i?>aP,VA"-a ((t;;i\) .. \~ 
c. Apa yang menjadi job desc saudara j 0 J7t.rctkor l?cU-e\ 
d. Apakah saat anda di angkat m~njadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? t'F . b, ctCr... 
e. Menu rut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? f(l.,:.r;;ct ~~: · 1 

f . Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan , 
penilaian atas kinerja saudara? \1¢1. · 

g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? 1 ~\..\.M ( f\T.- f""-) 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? \ ja. 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j . Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? JOio . 
b. Diinstansi mana anda bekerja? f)GftnM. ~" · JDtlt-\ 
c. Apa yang menjadi job desc saud~ra? .,Yrf~of oe.-l~o. 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? ~~~ . ~'!"' jC«~\<'"\t 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~~{ "-~T" fao'II"'O~ · 
f . Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian at as kinerja saudara? '~" {~ 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? ' 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? \Y~~t · 



Oaftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKO setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

{Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? ,._o\O ~ J ~· . 
b. Diinstansi mana and a bekerja? 9,1A~ eJA "' ,. 

c. Apa yang menjadi job desc saudar~? If'()\~ ~ ' 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? '~" · Pl'' .,, ~~~k 
e. Menu rut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~ ~ ~ '" 
f . Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK te)ah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? t'1" 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? \. ~\.aM ' 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? l.~ • 



Oaftar Pertanvaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKO setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di Jingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja "'l" 
"')- ...a. fL.. n. """'l\t\ \\ 'fl..:>q '~ a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? CI(Ovo ~l~h "''"" 

On-..&.-.~V\ 
b. Diinstansi mana anda bekerja? ~ ~~'lU-" 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? <;tbQ~ O(Q~f t:btt'O 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? \jQ PI' d~OIV\ ~(t 
e. Menu rut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~ ~ ilt'rc · • 
f . Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukar\ ·- -~ ):o~ 

penilaian at as kinerja saudara? \..fa 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? '-tah UY\ 

h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? \ya 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? l&Or 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? loo1 
b d b k ? ( (J').r.At.J QA tfltHl JA't / M . Diinstansi mana an a e erja. I)AI)JHJ V~f'IO t-1 f. 1 

c. Apa yang menjadi job desc saudara? ""t~ G 0 l/' II om A 
d. Apakah saat anda di angkat merJjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? 1 'j A 

e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? r.. (\ 11L 

g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? 11Af-rvrJ 

h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? ~ ci VL 

rlOIICF( ( 

p.tf(J?OA j or"jOt'\ l('avfml• 1\qp -ft?hVr\ 

To~'po r- of\ t-ro ~ 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? ?-CO 1 
b. Diinstansi mana anda bekerja? \,8(>ef'lda ~lt · 5'8~1M 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? M.ef\fe:O~"-'~ 
d. Apakah saat anda di angkat. menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? \\}~ 

e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? 'ya 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? ~ ~~\)n 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? l~~ 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 

f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? :Z..Oo ~ 
b. Diinstansi mana and a bekerja? ~~..t.v.<&~ ?rO\?' . ~~IN\. 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? ~~ ~ 
d. Apakah saat anda di angkat m.enjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? \'it). 

e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? ''f't 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? \ ~"' 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? \'jo.. 

e- .ppetc ·. ~~~ ~~ ~P ~t.)v. 

.\1 0(;\0C'(..t : ~f"'l ~(>V..~ 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? feJfX~ QAhvtt\ ;;20f2 . .Prw . ~'M . 
b. Diinstansi mana anda bekerja~~ ~Ott~~'-' 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? ~eth ~ ~o ~St;t'n · 

d. Apakah saat anda di angkat menJadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 
dan kewajiban and a 7'\'1~ . 

e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~V\ . 
f . Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? )'1~ · 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? '..C~htAf\ · 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? ~0\ 



Daftat Pertanvaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f . Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan and a menjadi PPPK? S eJ CA k l o PI 
b. Diinstansi mana anda bekerja? &~PEn~~ P~•V 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? ?~V\~~8', ktC\lnon"~ k""TOr Lrol..· ?P) . 
d. Apakah saat anda di angkat men~d i PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban and a? Sv.d,,~ 

e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~p·,( .SnWW\~ 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? s "\"'""" tP."'-
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? s ... ti"1' tc\hun. 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? '1T' . 



Oaftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? ,_;20"}Q 
b. Diinstansi mana and a bekerja? \) ( pe~U~ 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? \2-Q ~W\6\l\~l'\ 
d. Apakah saat anda di an~kat mfnjadi PP~_K anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban and a? ~~ h ~{\\} 
e. Menu rut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~V\1Cf 'fltY<:7~~ 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat and~ 5J.tangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? \f'O\ ~h Th \J 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? 1 ~ h\Jl\ · 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? \(~ 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara·? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perja.njian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? (.rt\'YM"- ~ 
b. Diinstansi mana and a bekerja? ~~ 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? ~ ~~f\tlrv 
d. Apakah saat anda di angkat me.njadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban and a? ;I.?\ 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? <:a.~ ~ttj'YY\jt/t 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian at as kinerja saudara? 7'~ 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? 1 lJvhiJ'v\. 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? ;/&1 . 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perja~ian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? J..CO'b • 
b. Diinstansi mana anda bekerja? ~a. ~o-. JC:Xti m 
c. Apayangmenjadijobdescsaudara? ro~ ~~ ~ ~fWD 
d. Apakah saat anda di angkat m~njadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? ~h ~ ~~ fcJrtr'rAF • 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer?~<:\ tu1J~"'90\n 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda qiarwkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? \96. ~~C\ t:"Ot""'-4 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? I 1;{Ah4tl 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? ~oh · 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme peni laian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? .;2Df1 
b. Diinstansi mana and a bekerja? ~fE-IYPA _ 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? ~ ptf'~ ~f'tD'tA~ 
d. Apakah saat anda di angkat met~jadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? IYA-
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ~P~ D.4ti flA#:11,1t ·, 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? IYih ~ 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? lth 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? IJ'A-



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc an tara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? ~ahun 'l-0\(l 

b. Diinstansi mana anda bekerja? ~P,I, 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? ptM~MU ~~ ~twJ4 ~T 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? fYA-
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? pc.rbed:o"'l fx."Jo. 1-o.C. 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian at as kinerja saudara? I~ ,tne~~v i . 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? ifh 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? l'f" , M80C-y:JU1""" 11 



Oaftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKO setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

a. Sejak kapan and a menjadi PPPK? APril UJO(j a,. ~ Bov '" . AuMI 1)~ ur 
b. Diinstansi mana anda bekerja? Bad 411\t\ f'ellcl4l'~~ ~ ll 

c. Apa yang menjadi job desc saudara? Pt"J"'« It D\.J'~" PQIJ.Jillp~l\ lf:Tl,· Pt~r-ah · 
d. Apakah saat anda di angkat m~njadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban and a? ~od411t h 
e. Menu rut and a apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? f PPtc= 'Mt.MJMlt"f" A- r 

f . Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 
penilaian at as kinerja saudara? .S\Id• ~ ""'t.".f ~ ~ '-',. 

g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? c 1coC£1vl\ d-f,.,9Dt"' bpJ,- f>&"f'arya~ 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? l';j 4lt 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc an tara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan and a menjadi PPPK? ~~/I 
b. Diinstansi mana anda bekerja? f?A-~~#PA- f!!'JV j/1-TIM 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? P#rtl t;A? ,t= J5.A,(,f#II4AI 
d. Apakah saat anda di angkat meojadi ·PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban and a? {!?clt/M 
e. Menu rut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? &A:J 1 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? T//)A-J::.... 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? I 77'1/f f/N 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? S{fPAII 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara 7 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j . Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? ~ \\ (h 

~- ~~:·:=~~i::~::i~:: ~:~:r~=~dara? '1~ ~tfl1fl~ ~ 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban and a? P,L.U(f' , 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? Q;JJf 
f. Apakah anda mengetahui bahwa sAat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? .tlV~ \--
1
v,lf' · 

g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? ~ , I I ... / } 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? )W Jh 



Oaftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? "-0\t 
b. Diinstansi mana anda bekerja? ~~n\70 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? ~(U\<IY\ \o~( 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? 'sl\\10\ 
e. Menurut anda apa yang niembedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? \\d~l\'f 
f . Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? .\\~~ 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? t<rtl--tJ~~V\. 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK?S"o\t\. 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc an tara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan and a menjadi PPPK? lattvn :20 18 · 
b. Diinstansi mana anda bekerja? !>t\&\t'ln pto&:t~., Ot\.em£, prov ~· 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? Mat J 0.')0' t<la.mana, ~fvr' · 
d. Apakah saat anda di angka.t menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban and a? \~· 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? St.Sfe.ln f:cmtrc:::d~. · 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? i•~. 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? .satV TQhcJn 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? l~a. 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelltlan PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dlllngkungan kerJa. sau.dara menerlma PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dlllngkungan kerja saudara? 
d. Seberapa pentlng keberadaan PPPK dlllngkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana per:an PPPK dapat menunjang klnerja PNS dlllngkungan 'kerja saudara? 
f . Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat mendudukl jabatan sebagalmana PNS? 
h . Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK dllingkungan kerja s audara 1 

I. Bagalmana ·"!'ekanlsme penllaian klnerja PPPK dllingkungan kerja saudara? 
j . Bagaimana mekanls perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungao kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentia11 PPPK ·yang dllaku'kan oleh Pejabat dillngkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatk«m pesangon:? 
m. Dalam prosesnya, apa yang. membedakan PPPK dengari honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti Ja.waban dar.l narasumber) 

2. Untuk Pegawal Pemerlntah dengan Perj~njlan Kerja JJ 

a. Sejak kapan anda menjadl PPPK? (~ ~ :J.Oia· 
b. Dilnstansl mana anda. bekerja? .Bt\fWttW ~ttM · 
c. Apayangmenjadijobdesc saudara? ~ ~ ~ftpc-. 
d. Apakah saat anda d! angkat menjadi PPPK anda telah diberltau terkalt dengan hak 

dan kewajiban anda? ('jd\ · t.._ ~·~ 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? MtiiJ"' ~~/r. 1-VJ 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda dlangkat nienjadl PPPK telah dllakukan 

penilaian atas klnerja saudara.? '1 tA"- 1:.. ,._J,W · 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? ~ p..'fv ~ ~ · 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? l '-jilt. 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f . Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? ;J019 
b. Diinstansi mana anda bekerja? f:>apend.o 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? f\.ll.al"'lQnQ{) 
d. Apakah saat anda di an,gk.at menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? (Jdy(f) 

e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? s'fl:l1vs ~(ja.L.vcu 
f . Apakah anda mengetahui bahwa ?aat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? 11c(a ~ rfzth-v 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? f-fcdtuf' 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? ~1alal'l14 



Daftar Pertanyaan Wawancara Penelltlan PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dllingkungan kerja saudara? 
c. Berapa raslo keberadaan PNS dan· PPPK dlllngkungan kerja saudara? 
d. Seberapa pentlng keberadaan PPPK dl 'lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana perao PPPK dapat menunjang klnerja PNS dillngkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc an tara PPPK dan PNS sam a? 
g . Apakah PPPK dapat mendudukl jabatan sebagalmana PNS? 
h . Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK dllingkungao kerja saudara7 
i. Bagaimana mekanisme penilaian klnerja PPPK dllingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanls pemberhentlan kontrak kerja PPPK dillngkungan kerja saudar~? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dllingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Oaf am prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas maslh dapat dikembangkan menglkuti ja•.vaban darl narasumber) 

2. Untuk Pegawal Pemerintah. dengan Perjanjlan Kerja 
a. Sejak kapan ~nda menjadi PPPK? 1/.0 l'f · 
b. Dllnstansi mana anda bekerja? 6~ ~ \ ll.ltll\6 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? p~r ~attafl, 
d. Apakah saat and a dl angkat menjadi PPPK anda· telah dlberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban and a? l.JO . . 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? ..Sf(J(WS" f::f(Jq 
f. Apakah anda mengetahui bahwa.saat anda dlangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? 1>cJat. 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? SdN ,PhcJt'\_ 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? t.yq . 

.· 



Oaftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. S~jak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc an tara PPPK dan PNS sam a? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j . Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ke~j~ 
1 

a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? S0n ft:VU/Jf ~17. 
b. Diinstansi mana anda bekerja? '/)t~~ jA-ffh1 
c. Apa yang menjadi job desc saudara? · fk1}t:l.f~ ~~ ~ 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban and a? f;JA- . j. 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? kese;J~..tr~,. P 
f. Apakah anda mengetahui bahwa sa<4t anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian atas kinerja saudara? /tdA/::-. 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? / f~" · 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? L J ~ . 



Oaftar Pertanyaan Wawancara Penelitian PPPK 

1. Untuk Pejabat BKD setempat 
a. Sejak kapan dilingkungan kerja saudara menerima PPPK? 
b. Berapa jumlah PPPK yang ada dilingkungan kerja saudara? 
c. Berapa rasio keberadaan PNS dan PPPK dilingkungan kerja saudara? 
d. Seberapa penting keberadaan PPPK di lingkungan kerja saudara? 
e. Sejauh mana peran PPPK dapat menunjang kinerja PNS dilingkungan kerja saudara? 
f. Apakah Job desc antara PPPK dan PNS sama? 
g. Apakah PPPK dapat menduduki jabatan sebagaimana PNS? 
h. Berapa lama tenggang waktu kontrak PPPK di lingkungan kerja saudara? 
i. Bagaimana mekanisme penilaian kinerja PPPK di lingkungan kerja saudara? 
j. Bagaimana mekanis perpanjangan kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
k. Bagaimana mekanis pemberhentian kontrak kerja PPPK dilingkungan kerja saudara? 
I. Apabila dalam pemberhentian PPPK yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan kerja 

saudara, PPPK mendapatkan pesangon? 
m. Dalam prosesnya, apa yang membedakan PPPK dengan honorer? 

(Pertanyaan diatas masih dapat dikembangkan mengikuti jawaban dari narasumber) 

2. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
a. Sejak kapan anda menjadi PPPK? ~P~ Tohun Wl:l 
b. Diinstansi mana anda bekerja? Di ~Of\ Pendaftrlan Doerah Prov .Jarvo tfl)UI 

c. Apa yang menjadi job desc saudara? Operator Da-ta 
d. Apakah saat anda di angkat menjadi PPPK anda telah diberitau terkait dengan hak 

dan kewajiban anda? 1_ya 
e. Menurut anda apa yang membedakan PPPK dengan Tenaga Honorer? 
f. Apakah anda mengetahui bahwa saat anda diangkat menjadi PPPK telah dilakukan 

penilaian at as kinerja saudara? 
g. Berapa lama tenggang waktu kontrak kerja saudara? 
h. Apakah saudara telah mengalami perpanjangan kontrak kerja PPPK? 

e. Peg::Awai Honorer mervpako n peg a wai l10f'l ·· PN 5' do"' non- PPPk ' _ 
Sehlnggo ~tatvs PPPK 5omo _seper-\i honore..r, perbedoann"'t_O dar' 
Pelekruton. Untok rnstanSI perneriniah daeroh, pegaw~l honorer 
o\so. d'irekru:t tonpo ij1h pemerintoh pu.s-a+ . Sedangko/'\ P~Pk 
direkrut melctlu·, mekanis-me t'gr5+ruK+ur sesua1 regutos-J. 

f. ~~:9k ·So~a tahv s-etlap akh-,r to.hu n sebelvrn -t-1-d kontrak oda 

'Peni\oian -tefhodap \(\nerjo selamo setahul'\ . 




